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ABSTRAK 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan keislaman tradisional telah 

berakar kuat dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Lembaga ini 

sering dicitrakan sebagai tempat yang memproduksi nilai-nilai patriarki. 

Gambaran figur atau tokoh perempuan pesantren jarang sekali muncul 

dalam ulasan terhadap pesantren. namun demikian, kealpaan perempuan 

dalam hasil kajian sarjana pada dunia pesantren tidak serta merta 

menunjukkan secara faktual bahwa perempuan pesantren memang tidak 

memiliki peran di dalamnya. Beberapa sarjana menilai hal tersebut karena 

analisa yang digunakan dalam memahami agensi perempuan yang kurang 

tepat dengan dunia pesantren itu sendiri. Bertolak dari hal tersebut, 

penelitian ini memotret komunitas yang secara khusus menjadi wadah 

bagi perempuan pesantren, yaitu Jam’iyyah Perempuan Pengasuh 

Pesantren dan Muballighoh (JP3M).  

Penelitian ini mengkaji konstruksi otoritas keagamaan perempuan 

pesantren dalam komunitas Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren 

dan Muballighoh (JP3M), dengan menyoroti bagaimana agensi, 

komunitas, dan identitas kolektif saling berkelindan membentuk posisi 

strategis perempuan dalam lanskap keislaman Indonesia. Dengan 

pendekatan kualitatif dan kerangka teoritik studi identitas kolektif, otoritas 

berbasis komunitas, serta agensi perempuan, penelitian ini menemukan 

bahwa nyai tidak hanya berfungsi sebagai figur domestik, melainkan 

sebagai aktor religius utama yang membentuk, mempertahankan, dan 

menegosiasikan otoritas keagamaannya melalui perangkat kultural dan 

spiritual. 

Agensi perempuan pesantren dalam JP3M beroperasi melalui 

strategi simbolik berbasis nilai keibuan (ibuisme), spiritualitas, dan 

penguasaan ruang domestik yang diolah menjadi sumber daya religius 

untuk mengakses ruang publik. Aktivitas seperti mujāhadah, sima’an al-

Qur’an, pengajian kitab kuning, dan pengelolaan lembaga pendidikan 

menunjukkan bahwa nyai telah berhasil meredefinisi peran keagamaannya 

dengan tetap berpijak pada norma-norma budaya pesantren. Agensi ini 

bersifat produktif, bukan reaktif; perempuan pesantren membangun 

kekuasaan melalui adaptasi kultural yang diterima oleh komunitas 

tradisionalis. 

Komunitas dalam hal ini berfungsi sebagai infrastruktur sosial yang 

memperkuat legitimasi dan distribusi otoritas. JP3M sebagai komunitas 

kultural berbasis Nahdlatul Ulama (NU) bukan sekadar forum silaturahmi, 

melainkan medan simbolik yang memungkinkan otoritas perempuan 
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dibentuk, diperkuat, dan diwariskan. Kegiatan bahtsul masā’il, pelatihan 

dakwah, penguatan ekonomi, serta kolaborasi pesantren menjadi ruang 

partisipasi yang memperluas pengaruh perempuan tanpa menabrak 

struktur patriarkal secara frontal. 

Identitas kolektif perempuan pesantren dalam JP3M tidak bersifat 

homogen, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang dinamis. Identitas 

sebagai nyai atau ning tidak hanya melambangkan kedekatan genealogis 

dengan pesantren, tetapi juga menegaskan otoritas moral, spiritual, dan 

kultural. Pengakuan masyarakat terhadap nyai sebagai representasi nilai-

nilai Islam tradisional menjadi landasan simbolik bagi penerimaan mereka 

sebagai otoritas keagamaan, yang membedakan mereka dari organisasi 

perempuan Muslim lainnya, seperti Muslimat NU. 

Representasi kolektif perempuan pesantren dalam JP3M dibentuk 

melalui interseksi antara ruang domestik dan publik. Penempatan 

perempuan dalam ranah domestik tidak dimaknai sebagai subordinasi, 

melainkan sebagai modal strategis untuk menavigasi otoritas ke ruang 

yang lebih luas. Dalam konteks ini, ibuisme bukan sekadar ideologi 

konservatif, melainkan alat diskursif yang digunakan secara sadar oleh 

nyai untuk memperluas otoritasnya dalam ranah keagamaan, pendidikan, 

hingga ekonomi pesantren. Strategi ini menunjukkan bentuk “politik 

keseharian” yang khas dalam tradisi Islam pesantren. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan 

perempuan pesantren dalam JP3M merepresentasikan bentuk agensi 

religius-kultural yang kompleks, yang menggabungkan spiritualitas, 

kepemimpinan berbasis komunitas, dan identitas kolektif sebagai 

instrumen utama pembentukan otoritas. Perempuan pesantren bukan 

sekadar pelengkap dalam struktur keulamaan Islam, melainkan produsen 

pengetahuan, pelaku perubahan sosial, dan penjaga tradisi yang secara 

aktif mentransformasikan ruang-ruang keagamaan melalui jalur kultural 

yang diterima oleh komunitas pesantren. 

  

Kata Kunci: agensi, identitas kolektif, dan gerakan perempuan 
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ABSTRACT 

Pesantren, as traditional Islamic educational institutions, have long 

been deeply rooted in Indonesian society, particularly in Java. These 

institutions are often portrayed as reproducing patriarchal values, with 

female figures in the pesantren world rarely appearing in scholarly 

accounts. However, this absence in academic narratives does not 

necessarily indicate that pesantren women lack meaningful roles. Several 

scholars argue that such oversight stems from the use of analytical 

frameworks that fail to adequately capture women’s agency within the 

pesantren context. 

This study examines Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren 

dan Muballighoh (JP3M), a community specifically established as a 

platform for pesantren women. It explores how female religious authority 

is constructed within JP3M by analyzing the interplay between agency, 

community, and collective identity, and how these dimensions shape 

women’s strategic positions in Indonesia’s Islamic landscape. Using a 

qualitative approach and drawing on theoretical frameworks of collective 

identity, community-based authority, and women’s agency, the study 

demonstrates that nyai (female pesantren leaders) are not confined to 

domestic roles but emerge as key religious actors who establish, sustain, 

and negotiate their authority through cultural and spiritual resources.  

Pesantren women’s agency within JP3M operates through symbolic 

strategies grounded in maternal values (ibuism), spirituality, and control of 

the domestic sphere, which are transformed into religious capital enabling 

access to the public domain. Practices such as mujāhadah, sima’an al-

Qur’an, classical Islamic text study (pengajian kitab kuning), and the 

management of educational institutions illustrate how nyai have redefined 

their religious roles while remaining rooted in pesantren cultural norms. 

This agency is productive rather than reactive: pesantren women build 

power through cultural adaptation that resonates with traditionalist 

communities.  

Community functions as a social infrastructure that legitimizes and 

distributes authority. As a Nahdlatul Ulama (NU)-based cultural 

association, JP3M is not merely a forum for networking but a symbolic 

arena where women’s authority is constructed, consolidated, and 

transmitted. Activities such as bahtsul masā’il (collective religious 

deliberation), da‘wah training, economic empowerment initiatives, and 

inter-pesantren collaborations expand women’s influence without directly 

confronting patriarchal structures.  
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The collective identity of pesantren women in JP3M is dynamic 

rather than homogenous. The identities of nyai or ning signify not only 

genealogical ties to pesantren but also embody moral, spiritual, and 

cultural authority. Public recognition of nyai as custodians of traditional 

Islamic values provides symbolic legitimacy for their acceptance as 

religious authorities, distinguishing them from other Muslim women’s 

organizations such as Muslimat NU. 

Collective representation within JP3M emerges through the 

intersection of domestic and public spheres. Domestic positioning is not 

interpreted as subordination but as a strategic resource for negotiating 

authority in broader arenas. In this context, ibuism is not merely a 

conservative ideology but a consciously employed discursive tool through 

which nyai extend their authority across religious, educational, and 

economic domains. This strategy exemplifies a form of “everyday 

politics” characteristic of pesantren Islam.  

In conclusion, this study shows that the women’s movement within 

JP3M represents a complex form of religio-cultural agency that integrates 

spirituality, community-based leadership, and collective identity as central 

instruments of authority formation. Far from being peripheral within 

Islamic scholarly structures, pesantren women emerge as knowledge 

producers, agents of social change, and custodians of tradition who 

actively transform religious spaces through culturally resonant pathways.  

  

Keywords: agency, collective identity, women’s movement 
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 مستخلص البحث
تعدّ المعاهد الإسلامية مؤسسات تقليدية للتعليم الإسلامي راسخة الجذور في 
المجتمع الإندونيسي، ولا سيما في جزيرة جاوا. وغالبا ما تُصوّر هذه المؤسسات على 

المعاهد الاسلامية نادرا ما أنها مصدر لإنتاج القيم الأبوية. كما أن صورة النساء في 
تظهر في الدراسات المتعلقة بها. إن غياب النساء في البحوث العلمية لا يعني 
بالضرورة انتفاء دورهن الفعلي. بل إن بعض الباحثين يعتبرون ذلك ناتجا عن عدم 
ملاءمة الأطر النظرية المستخدمة في فهم وكالة النساء مع خصوصية المعاهد 

اءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مجتمع الاسلامية. وبن
 .نسائي يقوم بدور جماعي في المعاهد، وهو جمعية نساء مديرات المعاهد والداعيات

هذا البحث يدرس بناء السلطة الدينية لنساء المعاهد الاسلامية من خلال 
كيفية اختلاط مجتمع جمعية نساء مديرات المعاهد والداعيات، مع التركيز على  

الوكالة، والمجتمع، والهوية الجماعية في تشكيل الموقع الاستراتيجي للنساء ضمن المشهد 
الإسلامي في إندونيسيا. وباعتماد المنهج الكيفي والإطار النظري لدراسات الهوية 
الجماعية والسلطة الاجتماعية الدينية ووكالة النساء، توصل البحث إلى أن "نياي" لا 

وظائف منزلية فحسب، بل إنهن فاعلات دينيات أساسيات يقمن بتشكيل يقمن ب
 .السلطة الدينية والمحافظة عليها والتفاوض حولها عبر الأدوات الثقافية والروحية

تمارس وكالة النساء في المعاهد في إطار جمعية نساء مديرات المعاهد والداعيات 
والروحانية، والسيطرة على المجال  عبر استراتيجيات رمزية ترتكز على قيم الأمومة،

المنزلي الذي يعُاد إنتاجه كمورد ديني للوصول إلى المجال العام. إضافة إلى ذلك، أن 
نشاطات، مثل المجاهدة، وسماع القرآن، ودروس الكتب الصفراء، وإدارة المؤسسات 

ذلك مع التعليمية، تُظهر نجاح "نياي" في إعادة تعريف أدوارهن الدينية. وقد تحقق 
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التزامهن بالأعراف الثقافية للمعاهد. تُ عَدّ وكالة النساء وكالةً بنائيةً أكثر من كونها ردَّ 
فعلٍ ظرفي، إذ تبني نساءُ المعاهد قوتهن من خلال التكيف الثقافي المقبول داخل 

 .المجتمع التقليدي
وتعُيد  في هذا السياق يعمل المجتمع كبنية اجتماعية تحتية تعُزز شرعية السلطة

توزيعها. فجمعية نساء مديرات المعاهد والداعيات باعتبارها مجتمعا ثقافيا منبثقا على 
نهضة العلماء ليست مجرد منتدى للتواصل، بل هي ميدان رمزي يتيح تكوين سلطة 
النساء وتعزيزها وتوريثها. وتشكل النشاطات، مثل بحث المسائل، والتدريب على 

والتعاون بين المعاهد فضاءات مشاركة توسع تأثير النساء  الدعوة، وتمكين الاقتصاد،
 .من غير صدام مباشر مع البنية الأبوية

أما الهوية الجماعية لنساء المعاهد في إطار جمعية نساء مديرات المعاهد 
والداعيات فلا تتسم بالتجانس، بل هي نتاج بناء اجتماعي ديناميكي. فالهوية، من 

نينغ" لا ترمز فقط إلى القرب النسبي من المعهد، بل تؤكد  خلال توصيف "نياي" أو "
كذلك السلطة الأخلاقية والروحية والثقافية. ويشكل اعتراف المجتمع ب  "نياي" 
باعتبارهن ممثلات لقيم الإسلام التقليدي أساسا رمزيا لقبولهن كسلطة دينية، الأمر 

 .سلمات نهضة العلماءالذي يميزهن عن منظمات النساء المسلمات الأخرى، مثل م
تتشكل تمثلات النساء في المعاهد ضمن جمعية نساء مديرات المعاهد 
والداعيات من خلال تقاطع المجالين المنزلي والعام. فإدراج النساء في الحيز المنزلي لا 
يفُهم بوصفه خضوعا، بل يعُد رصيدا استراتيجيا لتوجيه السلطة نحو فضاءات أوسع. 

تعُد قيم الأمومية مجرد إيديولوجيا محافظة، بل أداة بلاغية  وفي هذا السياق لا
استراتيجية تستخدمها "نياي" بوعي لتوسيع سلطتهن في المجال الديني والتعليمي 
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وحتى الاقتصادي للمعهد. وتكشف هذه الاستراتيجية عن شكل من "السياسة 
 .اليومية" المميزة لتقاليد الإسلام المعهدي

يبين هذا البحث أن حركة نساء المعاهد في إطار جمعية نساء وبناء على ذلك، 
مديرات المعاهد والداعيات تمثل شكلا متشابكا ومعقدا من الوكالة الدينية الثقافية، 
يجمع بين الروحانية، والقيادة المجتمعية، والهوية الجماعية باعتبارها أدوات رئيسة 

د عناصر مكمّلة في هيكلية العلماء لتشكيل السلطة. وعليه، فنساء المعاهد لسن مجر 
الإسلاميين، بل هن منتجات للمعرفة، وفاعلات في التغيير الاجتماعي، وحافظات 
للتقاليد يقمن بتحويل الفضاءات الدينية عبر مسارات ثقافية تحظى بقبول المجتمع 

 .المعهدي

 الوكالة، الهوية الجماعية، حركة النساء. :الكلمات المفتاحية
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 
 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا
 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د
 ذ
 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م
 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

 

Alif 

Bā’ 

Tā’ 

Ṡā’ 

Jīm 

Ḥā’ 

Khā’ 

Dāl 

Żāl 

Rā’ 

zai 

sīn 

syīn 

ṣād 

ḍād 

ṭā’ 

ẓȧ’ 

‘ain 

gain 

fā’ 

qāf 

kāf 

lām 

mīm 

nūn 

wāw 

hā’ 

hamzah 

yā’ 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 
j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 
ḍ 

ṭ 
ẓ 
‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 مـتعدّدة
 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 
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C. Tā’ marbūṭah 

Semua tā’ marbūtah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 

oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata 

Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, 

dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

 حكمة

 علـّة

 كرامةالأولياء

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ḥikmah 

‘illah 

karāmah al-

auliyā’ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 
----  َ --- 
----  َ --- 

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع ل
 ذ كر
 ي ذهب

Fatḥah 

Kasrah 

Ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa‘ala 

żukira 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جاهلـيةّ

2. fathah + ya’ mati  

نسى  ت ـ
3. Kasrah + ya’ mati 

 كريـم
4. Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

ī 

karīm 

ū 

furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati 

 بـينكم
2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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 أأنـتم

عدّتا ُ  

 لئنشكرتـم

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan 

huruf awal “al” 

 القرأن
 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ān 

Al-Qiyās 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama 

Syamsiyyah tersebut 

 السّماء
 الشّمس

ditulis 

ditulis 

As-Samā’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 ذوىالفروض

 أهل السّـنةّ

ditulis 

ditulis 

Żawi al-furūḍ 

Ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 
Alhamdulillah., penyusunan disertasi ini mampu terselesaikan. Teringat 

embrio awal yang menjadi tema dalam disertasi ini bermula sejak peneliti 

menyusun naskah skripsi pada akhir tahun 2017 silam. Saat itu peneliti 

menulis tentang isu kesetaraan gender dalam hukum Islam, khususnya 

terkait dengan persoalan poligami. Menulis tentang isu tersebut, membuat 

peneliti pada akhirnya membuka komentar-komentar beberapa sarjana 

tentang ketidaksetaraan gender yang ada pada masyarakat muslim atau 

bahkan anggapan sementara sarjana yang menilai dari ajaran Islam sendiri 

yang tidak kompatibel dengan kesetaraan gender.  

Penelusuran terhadap tema tersebut juga pada akhirnya 

mengantarkan peneliti pada literatur tentang wacana kesetaraan gender 

pada dunia pesantren. Pesantren dipandang sebagai tempat yang 

mereproduksi ketidaksetaraan, atau paling tidak dianggap tidak ramah 

dengan isu gender. Perempuan dicitrakan sebagai kaum yang 

termarjinalkan dalam dunia pendidikan pesantren. Sontak hal tersebut 

menyentuh sensitivitas peneliti yang dibesarkan dari pendidikan pesantren, 

sehingga memunculkan pertanyaan mendasar, benarkah gambaran yang 

demikian? Rasanya gambaran tersebut cenderung berlebihan dari pada 

menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Itulah yang peneliti rasakan 

pada saat itu. 

Waktu terus berjalan, hingga saat menempuh pendidikan Strata Dua 

(S2) terdapat bacaan menarik yang menggugah pikiran peneliti. Buku 

Politics of Piety karya Saba Mahmood seringkali hadir dalam diskusi-

diskusi di ruang perkuliahan. Dengan terobosan pembacaan yang baru, 

Mahmood mampu menghadirkan pemaknaan terhadap kemampuan 

perempuan untuk bertindak. Perempuan yang tunduk terhadap norma-

norma tertentu yang dipandang sebagai patriarki oleh sarjana, seringkali 

dipahami sebagai perempuan yang tidak memiliki agensi. Nyatanya, hal 

tersebut ditolak oleh Mahmood. Bagi Mahmood agensi tidak hanya 
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kapasitas dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan 
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dalam hemat peneliti harus diletakkan. Memahami peran dan agensi nyai 

tidak harus selalu memahaminya dengan kacamata penolakan terhadap 

norma-norma yang ada.  

Isu tersebut yang kemudian melahirkan disertasi ini. Tentu dapat 

terselesaikannya penyusunan disertasi ini turut andil banyak pihak di 

dalamnya. Lembaran disertasi ini tidak mungkin dapat menyebutkan 

semuanya, namun demikian tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti 

menyebutkan beberapa pihak tersebut di antaranya. 
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GLOSARIUM 

 

 

Fatayat NU : Fatayat NU merupakan salah satu organisasi perempuan 

bagian dari organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu 

NU. Didirikan pada 7 Rajab 1369 H/ 24 April 1950 M. 

Dengan dibatasi usia anggota maksimal 40 tahun 

Gus : sebutan bagi anak keturunan kiai untuk putra. Bentuk 

plural daru Gus adalah Gawagis 

Kiai : kata sapaan kepada alim ulama (cerdik pandai dalam 

agama Islam), pengasuh atau pemimpin pesantren 

Muslimat NU : organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial keagamaan 

dan merupakan salah satu Badan Otonom (Banom) dari 

NU. Didirikan pada tanggal 26 Rabiul Akhir bertepatan 

dengan tanggal 29 Maret 1946 di Purwokerto. Keanggotan 

Muslimat NU tidak memiliki batas usia.  

Ning : sebutan bagi anak keturunan kiai untuk putri. Bentuk 

plural dari Ning adalah Nawaning.  

NU : Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di 

Indonesia. Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926.  

Nyai : perempuan pemimpin pesantren dan atau istri kiai. 

PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

Pesantren : tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya, biasa 

juga disebut pondok pesantren. 

Santri : orang yang mendalami agama Islam di pesantren 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu yang menjadi fokus utama dalam disertasi ini berkaitan dengan agensi 

perempuan dalam lanskap dunia pesantren. Negosiasi peran dan identitas 

dalam komunitas perempuan pengasuh pesantren merupakan topik yang 

penting guna memahami dinamika hegemoni gender,
1
 dan kepemimpinan 

dalam lingkungan yang didominasi oleh nilai-nilai tradisional yang 

bersifat patriarkal. Lebih-lebih bila mengingat peran sentral pesantren 

dalam pendidikan Islam di Indonesia dan peran signifikan perempuan 

dalam pengelolaan dan pengasuhan di lembaga ini. Dalam konteks 

demikian, peneliti menelusuri dari organisasi yang secara khusus 

mewadahi identitas perempuan pesantren, yaitu Jam’iyyah Perempuan 

Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JP3M).
2
 

Diskursus tentang perempuan pada mulanya tidak muncul dalam 

hasil kajian-kajian tentang pesantren, namun saat ini telah banyak sarjana 

yang mengulas tentang keterlibatan perempuan pesantren. Pesantren 

selama ini dalam pandangan sarjana sangat lekat dengan nilai-nilai yang 

tidak ramah dengan perempuan atau norma patriarki. Bianca J. Smith dan 

                                                           
1
Istilah hegemoni gender terjadi mana kala salah satu jenis kelamin mempunyai posisi 

lebih tinggi dari yang lain, dan jenis kelamin yang lebih tinggi memaksakan kepentingannya 

kepada orang lain. Hegemoni gender dapat mengarah pada sistem patriarki. Shelley Budgeon, 

“The Dynamics of Gender Hegemony: Femininities, Masculinities and Social Change,” 

Sociology 48, no. 2 (April 2014): 317–334,  

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0038038513490358; Jamie L. Callahan dan Carole J. 

Elliott, “Gender Hegemony and Its Impact on HRD Research and Practice,” Human Resource 

Development International 23, no. 5 (19 Oktober 2020): 469–472, diakses 14 Juli 2024, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13678868.2020.1816606. 
2
Bentuk akronim dari organisasi Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan 

Muballighoh kadang kala JP3M, JPPPM, atau JP3M Nusantara. Secara praktis dalam 

penulisan disertasi ini digunakan JP3M.  



 
 
 

2 
 

Mark Woodward misalnya menilai bahwa pesantren secara kultural 

memiliki pandangan konservatif terhadap isu gender, bahkan pesantren 

sendiri merupakan bagian dari nilai-nilai patriarki dan mereproduksi 

struktur tradisional yang bersifat patriarki.
3
 Tesis Siti Kholifah juga 

mengamini pandangan Bianca J. Smith dan Mark Woodward tersebut. 

Temuan penting yang diungkap dari hasil penelitian Siti Kholifah
4
 adalah 

bahwa pesantren masih melanggengkan dan menanamkan struktur 

patriarki dengan kiai (pemimpin laki-laki di pesantren) sebagai figur 

dominan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Ema Marhumah juga 

menegaskan bahwa stereotipe gender yang ada di dunia pesantren lebih 

kuat bila dibandingkan dengan kecenderungan ke arah perubahan yang 

lebih egaliter.
5
 Kuatnya nilai patriarki dalam kehidupan pesantren 

menjadikan peran perempuan menjadi terlihat minim. 

Meskipun kajian para sarjana sering kali mengabaikan peran 

perempuan dalam dunia pesantren, hal ini tidak serta-merta menunjukkan 

bahwa perempuan pesantren tidak memiliki peran yang signifikan. 

Anggapan tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada di pesantren, 

di mana peran tokoh perempuan pesantren, seperti nyai dan ning, sangat 

terasa, baik di dalam maupun di luar lembaga. Setidaknya, menurut Abdul 

Gaffar Karim kesan tersebut lah yang segera muncul saat seseorang 

berkunjung ke pesantren.
6
 Oleh karena itu, tampaknya peran perempuan 

                                                           
3
Bianca J. Smith dan Mark Woodward, Gender and Power in Indonesian Islam: 

Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves (Amerika: Routledge, 2013), 1. 
4
Siti Kholifah, “Gendered Continuity and Change in Javanese Pesantren” Disertasi, 

(College of Arts Victoria University, 2014), 263. 
5
 Ema Marhumah, Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas 

Wacana Perempuan (Yogyakarta: LKIS, 2010). 
6
Abdul Gaffar Karim, “Para Ibu Nyai, Akhirnya Ada yang Menulis tentang 

Panjenengan,” dalam Nyai Madura: Modal dan Patronase Perempuan Madura, oleh Tatik 

Hidayati (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 19. 
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pesantren luput dari perhatian beberapa sarjana karena analisis yang 

digunakan kurang tepat dalam memahami agensi perempuan dalam 

konteks pesantren.  

Argumen Mahmood terkait dengan agensi perempuan dapat 

digunakan untuk menjelaskan persoalan tersebut di atas. Menurutnya, 

kebebasan seorang perempuan seringkali hanya diasosiasikan dalam 

bentuk penolakan terhadap norma-norma dominan yang ada,
7
 padahal 

tidak demikian. Mahmood menyatakan bahwa cara seseorang hidup di 

dalam atau menjalankan norma-norma—dengan menjunjung tinggi dan 

melanggengkannya, dibandingkan berusaha menolak, meremehkan, atau 

menggulingkan norma-norma—juga dapat dipahami melalui bahasa 

agensi. Sehingga, agensi tidak hanya terbatas pada menolak norma-norma 

namun lebih baik dipahami sebagai “kapasitas dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melakukan tindakan etis tertentu”.
8
 Mahmood seolah 

ingin menegaskan adanya urgensi untuk menghadirkan pemahaman 

tentang agensi di luar kerangka keilmuan feminis yang hanya menganggap 

perlawanan sebagai satu-satunya tindakan independen.   

Argumen yang disuguhkan oleh Mahmood telah menginspirasi 

sarjana berikutnya untuk melihat perempuan termasuk di dalamnya 

perempuan pesantren dalam lanskap yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. Beberapa sarjana menunjukkan adanya agensi perempuan 

pesantren. Eka Srimulyani mengakui peran perempuan dalam diri nyai di 

pesantren, meski hal tersebut tidak sebesar laki-laki yang 
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direpresentasikan oleh kiai.
9
 Setidaknya hasil penelitian Srimulyani telah 

berhasil menunjukkan peran perempuan pesantren. Lebih lanjut, Khoriroh 

yang meneliti gerakan perempuan pesantren dengan setting tempat di dua 

pesantren, yaitu Pesantren Dar al-Tauhid Cirebon dan Pesantren Cipasung, 

berargumen bahwa gerakan perempuan di pesantren memberikan contoh 

yang baik bagaimana perempuan Muslim dapat bertindak sebagai agen 

perubahan dalam menghadapi represi patriarki yang berasal dari praktik 

budaya dan interpretasi agama yang bias gender. Alih-alih menjadi korban 

bisu, perempuan-perempuan ini mencari peran yang lebih aktif dalam 

penafsiran ajaran agama tentang isu-isu hak perempuan.
10

 Sejalan dengan 

itu, Nihayatul Wafiroh juga menunjukkan adanya peran perempuan 

pesantren dalam perjodohan.
11

  

Berbagai penelitian di atas menunjukkan betapa pentingnya telaah 

atas agensi perempuan dalam bingkai gender agama. Senada dengan hal 

tersebut, Burke mengemukakan bahwa menyelidiki agensi bagi 

perempuan religius menarik secara empiris dan teoritis justru karena 

agensi bagi perempuan yang berpartisipasi dalam agama gender-

tradisional tampaknya menentang gagasan yang berlaku tentang apa itu 

agensi.
12

 

Diskursus tentang agensi perempuan turut membuka ruang bagi 

perdebatan mengenai otoritas keagamaan perempuan dalam Islam. Hal ini 

                                                           
9
Eka Srimulyani, Women from Traditional Islamic Educational Institutions in 

Indonesia (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012). 
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Culture, and Modernity” Thesis Master, (the Center for International Studies of Ohio 

University, 2010). 
11
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Indonesia,” DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies 3, no. 2 (30 Agustus 2018): 208, 
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 Kelsy C. Burke, “Women’s Agency in Gender-Traditional  Religions: A Review of 

Four Approaches,” Sociology Compass 6, no. 2 (2012): 3. 
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berangkat dari pertanyaan mendasar: jika perempuan, khususnya di 

pesantren dan umumnya dalam Islam, memiliki agensi atau kemandirian 

dalam kehidupannya, bagaimana dengan konsep otoritas keagamaan yang 

selama ini dianggap meminggirkan peran perempuan? Catatan klasik 

terkait otoritas agama Islam mayoritas berasumsi bahwa otoritas berada 

dalam penguasaan laki-laki.
13

 Namun, istilah ulama perempuan yang kini 

muncul mempertegas keberadaan otoritas perempuan dalam konteks 

keislaman. Berbagai studi mutakhir juga menunjukkan bahwa perempuan 

mulai memainkan peran penting dalam otoritas keagamaan.
14

 

Pemaknaan peran perempuan pesantren di Indonesia tidak dapat 

dilepaskan dari gerakan perempuan pada umumnya. Blackburn 

menjelaskan bahwa istilah gerakan perempuan merujuk pada artikulasi 

kolektif atas keinginan perempuan. Mereka yang tergabung dalam gerakan 
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14
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Perspective,” RISEA (Review Journal of Southeast Asia) Vol.1, no. No.1 (Juni 2018); Eva F. 

Nisa, “Negotiating a Space in the Mosque: Women Claiming Religious Authority,” dalam 

Mosques and Imams: Everyday Islam in Eastern Indonesia, ed. Kathryn M. Robinson 

(Singapura: NUS Press, 2021), 143–170; Yusron Razak dan Ilham Mundzir, “Otoritas Agama 
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2 (Juli 2018); Abdul Mujib, “Re-Inventing the Role of Female Ulama in the Intellectual 

Tradition of Islam Malay,” Ri’ayah Vol.04, no. No. 02 (Juli 2019). 
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semacam ini adalah organisasi-organisasi perempuan yang berkepentingan 

untuk memajukan perjuangan perempuan dengan cara apa pun yang 

mereka anggap cocok, serta mengartikulasikan individu-individu yang 

mengaku berbicara atas nama perempuan secara lebih umum.
15

 Pada 

konteks demikian, identitas kolektif memainkan peran sentral di 

dalamnya. 

Polletta dan Jasper mengungkapkan bahwa para ahli teori gerakan 

sosial baru (new social movement theory) melihat adanya perubahan besar 

dalam formasi sosial di balik bentuk-bentuk aksi kolektif saat ini, yang 

sering disebut sebagai jaringan masyarakat (network of society). Dalam 

gerakan tersebut mobilisasi identitas memainkan peran sentral.
16

 

Lanjutnya, pengembangan kebanggaan kelompok merupakan salah satu 

bentuk kerja identitas. Sehingga, identitas kolektif menjadi penting dalam 

sebuah gerakan sosial, termasuk di dalamnya gerakan perempuan. 

Identitas kolektif menggambarkan komunitas yang dibayangkan maupun 

yang konkrit, melibatkan tindakan persepsi dan konstruksi serta penemuan 

ikatan, kepentingan, dan batasan yang sudah ada sebelumnya. Secara 

umum, identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok individu memiliki 

kepentingan (interest), nilai (values), perasaan (feelings), dan tujuan 

(goals) bersama. 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, studi kasus pada komunitas 

perempuan pesantren yang tergabung dalam JP3M harus ditempatkan 

dengan tepat. Perempuan pesantren memiliki kekhasan tersendiri 
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16
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dibandingkan dengan perempuan Muslim pada umumnya. Nilai-nilai 

sosial dan budaya yang melekat pada mereka membentuk perempuan 

pesantren sebagai entitas sosial yang unik dan menarik. Oleh karena itu, 

komunitas yang dibangun berdasarkan identitas perempuan pesantren juga 

menampilkan kekhasan yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih 

lagi, komunitas memainkan peran penting dalam studi mengenai 

perempuan dan otoritas keagamaan.
17

 Hal ini didasarkan pada asumsi 

budaya yang mendukung legitimasi kepemimpinan laki-laki, sehingga 

peran perempuan terpinggirkan. 

Dalam catatan sejarahnya, JP3M yang mulanya hanya perkumpulan 

perempuan pengasuh pesantren di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah 

dan Yogyakarta, pada Harlah keempat yang diadakan di pondok pesantren 

Pancasila Salatiga sudah meluas hingga ke beberapa daerah luar Jawa. Di 

antaranya Lampung, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Kalimantan 

Timur, dan Bali. Lebih lanjut, pada Harlah kelima yang diadakan secara 

virtual pada tanggal 16 Februari 2021, JP3M telah memiliki kepengurusan 

di luar negeri, misalnya Jerman, Mesir dan lainnya.
18

 Fakta tersebut 

menunjukkan bahwa komunitas ini mampu membangun identitas kolektif 

yang kuat dalam mengembangkan komunitas bagi perempuan pesantren.  

Penelitian ini fokus pada agensi, otoritas keagamaan dan identitas 

kolektif yang terdapat pada kepengurusan pusat dan daerah Sumatera, 

tepatnya di dua provinsi yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. Kedua 

daerah ini yang perkembangan organisasi JP3M terbilang cepat di luar 
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Community-Based….” 
18

 “Materi Raker Provinsi Lampung ke-1 JP3M Lampung” (JPPPM Provinsi Lampung, 

28 September 2022), 18. 



 
 
 

8 
 

wilayah Jawa. Bahkan nyai Hannik sebagai ketua umum JP3M Pusat juga 

memuji perkembangan yang ada pada dua wilayah tersebut. Selain itu, 

kedua wilayah ini relevan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian karena 

dua hal. Pertama, kajian perempuan pesantren yang ada saat ini 

kebanyakan mengambil setting tempat di Jawa. Misalnya penelitian 

Smith,
19

 Nihayatul Wafiroh,
20

 Srimulyani,
21

 dan Siti Kholifah.
22

 Padahal 

aspek lokalitas sebagaimana dalam teori ruang sangat penting dalam 

diskusi keagamaan. Knott mengungkap bahwa betapapun global dalam 

identifikasi ideologisnya, tradisi keagamaan tetap hidup pada tataran 

lokal.
23

 Ini artinya peran ruang memiliki urgensinya tersendiri. Alasan 

kedua adalah, baik Lampung
24

 maupun Palembang
25

 memiliki rekam jejak 

sejarah keterpengaruhan oleh kerajaan Islam. Ini artinya pengaruh 

keislaman pada dua wilayah ini juga dengan sendirinya memengaruhi 

konstruksi kebudayaan yang ada, termasuk di dalamnya pondok pesantren 

yang banyak tersebar di kedua provinsi tersebut. 

Penelitian dengan memadukan lokus penelitian antara Jawa dan 

Sumatera semakin akan memperkaya diskusi tentang identitas kolektif, 

karena sebagaimana diungkapkan oleh Martyn ketika menjelaskan tentang 

gerakan perempuan di Indonesia bahwa perempuan yang berasal dari 
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3 (2014): 227–244, http://dx.doi.org/10.1080/00664677.2014.947918. 
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24
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25
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kelas, ras atau lokasi geografis yang berbeda memandang identitas mereka 

secara berbeda. Perbedaan mereka berdasarkan subjektivitas lainnya akan 

memengaruhi bagaimana keprihatinan mereka sebagai perempuan 

dibingkai dan perubahan serta strategi yang mereka cari.
26

 

Mengikuti argumentasi Srimulyani dengan melihat kekhasan yang 

dimiliki perempuan pesantren, maka potret utama perempuan muslim di 

Indonesia tidak akan cukup mewakili kehidupan nyata, kepemimpinan dan 

agensi mereka. Tentunya kehidupan sosial perempuan pesantren, 

hambatan-hambatan yang mereka hadapi dan tradisi-tradisi yang mereka 

anut secara sosial dan agama sebagai perempuan pesantren relatif berbeda 

dengan kehidupan perempuan-perempuan lain dalam masyarakat. 

Sehingga, dengan sendirinya hal tersebut juga membentuk ciri khusus 

pada identitas komunitas perempuan pesantren. Dengan ungkapan lain, 

komunitas perempuan pesantren telah menunjukkan adanya identitas 

kolektif di dalamnya. Pada konteks gerakan perempuan, identitas kolektif 

mengacu pada cara-cara di mana individu-individu perempuan 

mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok atau 

komunitas yang memiliki kesamaan dalam pengalaman, nilai, tujuan, dan 

aspirasi terkait kesetaraan gender dan isu-isu lain yang relevan. Dalam 

kaitannya dengan hal tersebut, penelitian JP3M sangat representatif untuk 

digunakan sebagai ‘lokus’ guna memotret perempuan pesantren dalam 

bingkai komunitas serta gambaran identitasnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana agensi perempuan pesantren memainkan peran penting 

dalam membangun otoritas keagamaan pada JP3M? 

2. Mengapa komunitas memainkan peran penting dalam pemberdayaan 

perempuan pesantren dalam JP3M? 

3. Representasi kolektif seperti apa yang mewujud dalam gerakan 

perempuan pesantren pada JP3M? 

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini 

dimaksudkan untuk:  

1. Menjelaskan dan menguraikan konstruksi perempuan pesantren dalam 

membangun identitas kolektif yang didasarkan pada agensi mereka 

sendiri pada pembentukan otoritas keagamaan berbasis komunitas 

khususnya yang ada pada JP3M; 

2. Mengulas dan menempatkan kajian komunitas dalam penelaahan 

perempuan pesantren, khususnya terkait peran dalam pemberdayaan; 

dan  

3. Mengetahui representasi kolektif yang mewujud dalam gerakan 

perempuan pesantren pada JP3M.  

Adapun signifikansi penelitian ini setidaknya dapat tercermin ke 

dalam dua hal utama, yaitu secara teoretis maupun praksis:  

1. Secara teoretis  

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pandangan yang dapat 

melengkapi kajian tentang perempuan pesantren yang sudah ada selama 

ini. Bila selama ini kajian tentang perempuan pesantren lebih didominasi 

dengan kacamata feminis liberal (dalam istilah Mahmood), maka 

menghadirkan pemaknaan perempuan pesantren atas dirinya sendiri 

adalah sebuah keniscayaan. Melihat perempuan pesantren dengan 
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kacamata konstruksi feminis hanya akan menghadirkan citra perempuan 

pesantren yang termarginalkan. Karena agensi perempuan hanya dipahami 

sebagai bentuk perlawanan norma patriarki. Adapun pesantren yang 

dipandang sangat lekat dengan norma patriarki dengan sendirinya bila 

mengikuti cara pandang demikian, yang muncul justru kealpaan peran 

perempuan pesantren di dalamnya. Oleh karena itu, memaknai perempuan 

pesantren dalam kacamata mereka adalah poin penting yang harus muncul 

dalam kajian tentang perempuan pesantren, terlebih lagi dalam kaitannya 

dengan perempuan pesantren dan identitas kolektif dalam sebuah 

komunitas. 

2. Secara Praksis  

Pada dataran praksis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi nyata 

dalam memotret peran perempuan pesantren. Di mana gambaran tentang 

potret perempuan pesantren tersebut seringkali tidak muncul dalam 

pembicaraan tentang dunia pesantren. Padahal bagi siapa pun yang 

mengenal dunia pesantren maka seketika akan menemukan nuansa peran 

penting dan sentral yang dimainkan oleh tokoh perempuan di pesantren, 

baik dalam pengembangan pesantren maupun dalam sistem pendidikan. 

Lebih lanjut, agar kebijakan-kebijakan yang dialamatkan ke pesantren 

mempertimbangkan dan beroroentasi ke arah pemberdayaan perempuan 

pesantren.  

D. Kajian Pustaka 

Pesantren telah menjadi lokus kajian yang banyak menarik para sarjana 

untuk mengulasnya, baik sarjana Indonesia sendiri maupun sarjana luar. 

Beragam tema tentang pesantren telah dilahirkan, misalnya tentang peran 

sosial-politik para tokoh pesantren, jejaring sosial, peran politik elektoral 

pesantren, dan peran pesantren dalam pengembangan ilmu dan ekonomi. 
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Namun dalam semaraknya kajian atas pesantren, peran tokoh perempuan 

seringkali terlewatkan dalam diskusi tentang pesantren. Hal ini mungkin 

bersumber dari penilaian atas pesantren yang dianggap masih 

melanggengkan bias gender, sehingga peran perempuan tidak terlihat di 

dalamnya. Meski demikian, beberapa sarjana sejatinya sudah ada yang 

berusaha mengulas tentang peran tokoh perempuan di pesantren. Oleh 

karena itu, di bawah ini peneliti membuat pemetaan terhadap penelitian 

terdahulu yang erat kaitannya dengan perempuan pesantren pada 

khususnya dan perempuan dalam Islam pada umumnya. Hal ini penting 

untuk menunjukkan orisinalitas dan pijakan dalam sebuah penelitian. 

1. Agensi Perempuan dalam Islam 

Sebagai landasan untuk mengulas tentang perempuan pesantren, penting 

untuk mendudukkan kajian agensi perempuan dalam Islam yang telah 

dilakukan para sarjana. Saba Mahmood dalam bukunya Politics of Piety 

menelaah secara etnografi di Mesir fenomena yang ia sebut sebagai 

gerakan kesalehan perempuan (women’s piety movement). Penelitian 

Mahmood berhasil menunjukkan bahwa pewarisan norma bukan sesuatu 

hal yang hanya dipaksakan dari luar, tetapi juga bagian dari sesuatu yang 

turut dibentuk dan diperkuat oleh perilaku orang-orang yang hidup dalam 

dunia normatif tersebut.
27

 Bagi Mahmood agensi perempuan tidak 

selamanya harus dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap norma 

patriarki, bahkan agensi perempuan juga dapat dilihat dari cara perempuan 

menjunjung dan melanggengkan bentuk perilaku yang ia sebut sebagai 

norma patriarki. Sehingga, menghargai gagasan kebebasan dengan cara 

                                                           
27

Mahmood, Politics of Piety. 



 
 
 

13 
 

yang sama seperti yang dikonsepsikan oleh kaum liberal di Barat dalam 

menilai perempuan muslim adalah kekeliruan.  

Penelitian Mahmood telah membuka ruang baru untuk melihat peran 

perempuan muslim dalam cara pandang muslim itu sendiri, dari pada 

hanya meletakkannya dalam bingkai feminis Barat. Sarjana selanjutnya 

seperti Sylva Frisk dengan menggunakan argumen Mahmood juga 

menemukan hal yang senada dalam kerangka kerja lapangannya di 

Malaysia. Studi Sylva Frisk dilakukan pada tahun 1995-1996 di Kuala 

Lumpur, Malaysia. Ia menegaskan bahwa bagi para perempuan sendiri, 

menjadi subjek agama adalah proses kreatif yang mereka tempuh secara 

aktif guna mengembangkan diri sebagai subjek yang memiliki 

kecenderungan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Perempuan Melayu 

saleh yang ia telaah di Malaysia tidak berjuang dalam pertempuran yang 

sama seperti feminis Barat, atau bahkan Muslim. Subjektivitas dan agensi 

yang mereka hasilkan pantas untuk dipahami dalam istilah mereka sendiri 

sebagai ketundukan aktif dan sebagai cara hidup.
28

 

Studi Silvia Bruzzi dan Meron Zeleke menggambarkan bagaimana 

agensi perempuan dalam mempertahankan otoritasnya.
29

 Dengan 

menelaah kasus pemimpin sufi perempuan dari Ethiopia dan Eritrea. 

Bruzzi dan Zeleke menegaskan bahwa meskipun faktanya kekuatan agama 

para pemimpin sufi perempuan sering diwarisi dari ayah biologis mereka, 

pemeliharaan kekuatan spiritual mereka sebagian besar diinformasikan 

oleh strategi yang berbeda. Para pemimpin sufi perempuan tersebut 
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mengadopsi dengan melampaui sekadar klaim kekuasaan melalui 

keturunan, yakni melalui agensi tokoh agama perempuan dengan 

menunjuk pada cara mereka melegitimasi kekuasaan mereka, 

mempertahankannya, dan mempertahankan posisi mereka yang berbeda. 

Perempuan dalam agensinya juga mampu menghadirkan negosiasi. 

Studi Pamela J. Prickett dan Nafiseh Ghafournia menunjukkan hal 

tersebut. Pamela menguraikan bentuk negosiasi perempuan dalam ruang 

keagamaan yang dicitrakan dalam hegemoni laki-laki, yaitu masjid.
30

 

Masjid memainkan peran penting dalam aktivitas keagamaan dalam 

komunitas muslim. Di mana masjid dapat dianggap sebagai ruang religius. 

Sehingga, aksebilitas terhadap masjid penting karena untuk menentukan 

makna dan kegunaannya yang tepat adalah dengan menilik kekuasaan 

atasnya, bersama dengan sumber daya simbolis dan material yang 

dikodekan dalam ruang tersebut. Sehingga menurut Pamela bentuk 

partisipasi perempuan muslimah Afrika-Amerika di masjid dapat 

dipahami sebagai negosiasi ruang gender. Senada dengan Pamela, Nafiseh 

Ghafournia
31

 juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian 

Pamela dengan menelaah pada aktivitas perempuan muslim di masjid 

yang ada di Australia. 

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa perempuan dalam Islam 

memiliki kebebasannya tersendiri. Memang agensi tersebut tidak sama 

dengan apa yang dikonsepsikan sebagai agensi di dunia Barat. Namun hal 

ini justru menunjukkan ciri khasnya tersendiri. Alih-alih melihat 
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perempuan dalam Islam dengan lanskap cara pandang feminis Barat pada 

umumnya, sarjana-sarjana di atas justru menghadirkan pemaknaan 

perempuan muslim itu sendiri. Argumen demikian yang digunakan 

peneliti untuk menempatkan perempuan pesantren dalam kajian-kajian 

perempuan dalam Islam. Artinya meski kajian para sarjana dalam klaster 

ini tidak mengulas tentang perempuan pesantren, namun argumen-

argumen yang diberikan dapat digunakan untuk dijadikan pijakan dalam 

melihat perempuan pesantren. Perempuan pesantren juga sangat erat 

dengan pelembagaan norma-norma yang oleh sebagian sarjana dipandang 

sebagai norma patriarki. 

2. Peran perempuan dalam komunitas keislaman 

Dalam diskusi lebih umum, sejatinya keterlibatan perempuan dalam 

kelompok agama (Islam) telah diungkap banyak sarjana. Evers Rosander 

telah mencatat partisipasi keagamaan perempuan dalam sebuah kelompok 

sufistik pada masyarakat yang didominasi laki-laki di Senegal.
32

 

Keterlibatan perempuan muslim dalam bidang keagamaan publik juga 

dicatat oleh Coloun dalam penelitiannya pada komunitas tarekat di 

Senegal.
33

 Berfokus pada Sokhnas Magot Diop, yang mewarisi 

kepemimpinan tarekat dari ayahnya, Coloun berpendapat bahwa 

perempuan juga mewarisi kekuatan dan pengaruh yang dianugerahkan 

oleh berkah dari ayahnya. Hal senada juga dilakukan Joseph Hill yang 
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menjelaskan kepemimpinan dan otoritas perempuan di Dakar Senegal 

pada komunitas sufi.
34

 

Secara khusus, dalam konteks Indonesia keterlibatan perempuan 

juga telah ditunjukkan dalam beberapa hasil penelitian. Yeni Huriani 

dengan menelaah Aisyiah dan Muslimat NU, dua organisasi masyarakat 

Islam perempuan di Indonesia, menunjukkan peran perempuan pada 

politik dan kebijakan publik di Indonesia.
35

 Siti Ruhaini Dzuhayatin juga 

menunjukkan peran perempuan dalam komunitas Muhammadiyah. 

Menurutnya, masuknya perempuan dalam Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah mampu mendobrak eksklusivitas maskulin pada 

organisasi.
36

 Syamsiyatun juga menggambarkan bagaimana perempuan 

muda dalam komunitas Nasyiatul Aisyiyah mampu menegosiasikan ruang 

dan status mereka. Menurut Syamsiyatun pengangkatan perempuan pada 

posisi yang dahulunya secara eksklisif ditempati laki-laki dapat dilihat 

sebagai prestasi Nasyiah dalam menegosiasikan ruang dan status yang 

lebih baik bagi anak perempuan dalam keluarga Islam Indonesia.
37

 

Nina Mariani Noor
38

 serta Yon Machmudi dan Putih Kusumah 

Ardhani
39

 juga menunjukkan perempuan muslim di Indonesia berperan 
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dalam komunitas. Hasil penelitian Nina Mariani Noor menunjukkan 

agensi dan peran perempuan di komunitas Ahmadiyah dengan 

mentransformasi konflik keagamaan yang ada di Indonesia, sementara 

Yon Machmudi dan Putih Kusumah Ardhani mengungkap peran 

perempuan Jama’ah Tabligh. Di mana perempuan Jama’ah Tabligh yang 

sebelumnya tidak terlibat dalam kegiatan publik, berperan penting dalam 

pengembangan kegiatan dakwah Islam, khususnya di Pesantren Al-Fattah 

dan desa Temboro. Hal ini terlihat pada peran yang dimainkan oleh nyai 

atau istri dan anak-anak pemimpin Pesantren Al-Fattah (kiai) dalam 

memprakarsai dan mengembangkan dakwah di kalangan perempuan 

Jamaah Tabligh yang dikenal dengan istilah masturah. 

Penelitian yang termasuk dalam klaster ini mampu menunjukkan 

peran perempuan dalam komunitas. Artinya dalam komunitas yang 

dianggap dalam kuasa laki-laki sekalipun perempuan juga mampu 

memainkan perannya. Meski demikian, penelitian ini belum mengungkap 

perempuan pesantren. Padahal perempuan pesantren betapa pun memiliki 

kesamaan dengan perempuan pada umumnya, juga memiliki ciri khas 

tersendiri.  

3. Keulamaan perempuan di Indonesia 

Salah satu kajian penting yang membahas tentang keterlibatan perempuan 

dalam Islam adalah di bawah naungan kajian keulamaan perempuan. Di 

mana meski istilah ulama perempuan masih menimbulkan perdebatan, 

namun keterlibatan dan peran tokoh-tokoh perempuan semisal Rahmah el-

Yunusiah, Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Sholihah A. Wahid Hasyim dan 

lainnya menampilkan jasa perempuan dalam dinamika muslim 
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Indonesia.
40

 Buku dengan judul Ulama Perempuan Banten juga 

menampilkan peran lima ulama perempuan yang mampu melakukan 

perubahan sosial dalam masyarakat.
41

 Hasanatul Jannah mengungkap 

peran ulama perempuan Madura. Ia menyimpulkan bahwa otoritas ulama 

perempuan Madura merupakan bentuk dari upaya membangun kesetaraan 

relasi gender dalam dominasi patriarkhi dengan mengambil langkah 

konkrit di tingkat lokal, dengan menghindari persinggungan dengan 

otoritas ulama laki-laki yang termanifestasikan pada sosok kiai.
42

 

Lebih lanjut, munculnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia 

(KUPI)
43

 juga dapat dipahami sebagai upaya keterlibatan dan peran 

perempuan muslimah Indonesia. Sarjana banyak melihat peran penting 

yang dimainkan KUPI dalam produksi wacana dan praktik ulama 

perempuan.
44

 Bahkan kehadiran KUPI mampu menghadirkan pandangan 

alternatif atas pemaknaan teks keagamaan yang egaliter.
45

 Peran yang 

demikian dilandasi karena otoritas perempuan sebagai ulama dan 

pendekatan hermeneutis di satu sisi, dan paradigma gender inklusif di sisi 

lain memungkinkan jaringan KUPI untuk memulai reformasi baik di 

bidang sosial maupun agama.
46

 Kehadiran KUPI juga dipandang sebagai 

tantangan dalam menentang otoritas laki-laki. Selain itu, KUPI juga dinilai 
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memperluas proyek feminis Islam global dari gerakan ilmiah dan 

intelektual menjadi gerakan sosial yang memiliki resonansi lokal.
47

 

Sarjana lain yang banyak mengulas tentang ulama perempuan 

Indonesia adalah David Kloos. Dalam artikel yang berjudul The Salience 

of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia Kloos mengulas 

dua ulama perempuan Aceh dalam mendapatkan otoritasnya. Bagi Kloos 

otoritas ulama perempuan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk 

keahlian mereka sebagai lulusan dari pusat-pusat tempat belajar agama 

bergengsi, hubungan mereka dengan berbagai institusi formal, termasuk 

lembaga pemerintah (walau dalam hal ini tidak selalu mulus), dan juga 

status mereka sebagai tokoh masyarakat.
48

 

Klaster penelitian ini menunjukkan bahwa keulamaan perempuan di 

Indonesia pada khususnya telah mendapat perhatian para sarjana. 

Kemunculan ulama perempuan dalam diskusi otoritas keagamaan menjadi 

jangkar dalam telaah keulamaan perempuan pesantren. Lebih lanjut, telaah 

yang dilakukan sarjana pada klaster ini menempatkan ulama perempuan 

bagian dari menentang otoritas keulamaan laki-laki. Sehingga ini seolah 

mengabaikan adanya keulamaan perempuan tanpa dipahami sebagai 

perlawanan atau pertentangan atas otoritas yang ada. Otoritas keulamaan 

perempuan dan laki-laki dengan makna saling melengkapi (partnership) 

tidak muncul dalam klaster ini. Padahal komunitas perempuan pesantren 

cenderung tidak selamanya memahami sebagai bentuk perlawanan atas 

otoritas keulamaan laki-laki.  
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4. Perempuan Pesantren: dari Penilaian Bias Gender ke Agensi 

Perempuan 

Dalam kaitannya dengan perempuan, beberapa sarjana menjadikan 

pesantren sebagai tempat penelitiannya. Bianca J. Smith dan Mark 

Woodward menilai bahwa pesantren secara kultural memiliki pandangan 

konservatif terhadap isu gender, bahkan pesantren sendiri merupakan 

bagian dari nilai-nilai patriarki dan mereproduksi tradisional struktural 

patriarki.
49

 Tesis Siti Kholifah juga mengamini pandangan Bianca J. Smith 

dan Mark Woodward. Hasil penelitian Siti Kholifah menunjukkan bahwa 

pesantren masih melanggengkan dan menanamkan struktur patriarki 

dengan kiai (pemimpin laki-laki di pesantren) sebagai figur dominan.
50

 

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ema Marhumah juga menegaskan 

bahwa stereotipe gender yang ada di dunia pesantren lebih kuat bila 

dibandingkan dengan kecenderungan ke arah perubahan yang lebih 

egaliter. Kuatnya nilai patriarki dalam kehidupan pesantren menjadikan 

peran perempuan menjadi minim. Akan tetapi hal ini bukan berarti 

perempuan pesantren tidak memiliki peran. Hal ini lah yang akan 

ditunjukkan lebih lanjut dalam kajian tentang peran perempuan pesantren. 

Peran perempuan pesantren tak luput dari kajian beberapa sarjana. 

Ainul Churria Almalachim melihat peran penting perempuan pesantren 

dalam mengembangkan pembelajaran Al Qur’an, baik dalam pendidikan 

tahfiz maupun tafsir di pesantren tahfiz.
51

 Sementara itu, Lailatul Usriyah 

menelaah kepemimpinan perempuan dalam mengembangkan pesantren. 
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Dengan penelitian lapangan pada dua pondok pesantren di Banyuwangi, 

Usriyah menunjukkan bahwa perempuan pesantren (nyai) berperan 

penting dalam pengembangan pendidikan pesantren.
52

 Adapun Tatik 

Hidayati lebih menyoroti modal dan patronase nyai dalam membangun 

proses sosial berkenaan dengan partisipasi sosial, ekonomi dan politik.
53

 

Lebih lanjut, dalam kajian tentang perempuan dan pesantren Bianca 

J. Smith memotret agensi perempuan pesantren pada dominasi laki-laki.
54

 

Dengan menelaah poligami yang lazim dilakukan di komunitas pesantren 

di Sasak. Smith berpendapat bahwa berbagai kekuatan magis Islam dan 

doa-doa yang diajarkan kepada perempuan oleh tuan guru di komunitas 

pesantren, serta praktik sihir asli Sasak, untuk melawan dan dalam 

beberapa kasus secara agen merangkul bentuk-bentuk dominasi laki-laki. 

Dalam tulisan lainnya, Smith yang memotret praktik poligami di 

lingkungan pesantren Jawa pada tahun 2008 juga menunjukkan agensi 

perempuan pesantren.
55

 

Eka Srimulyani mengakui peran perempuan dalam diri nyai di 

pesantren, meski hal tersebut tidak sebesar laki-laki yang 

direpresentasikan oleh kiai.
56

 Namun meski demikian, Srimulyani berhasil 

menunjukkan peran perempuan pesantren. Dengan menelaah pada 

kepemimpinan tiga nyai dari generasi yang berbeda pada pesantren Seblak 
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di Jombang, ia berkesimpulan bila perempuan pesantren mampu 

menegosiasikan diri untuk mendapatkan posisi publik, baik di urusan 

pesantren dan selainnya. Penelitian Srimulyani telah menunjukkan 

konstruksi gender yang berbeda dalam dunia pesantren. Di mana peran 

perempuan terlihat di dalamnya. Lebih lanjut, Khoriroh yang meneliti 

gerakan perempuan pesantren juga berargumen bahwa gerakan perempuan 

di pesantren memberikan contoh yang baik bagaimana perempuan Muslim 

dapat bertindak sebagai agen perubahan dalam menghadapi represi 

patriarki yang berasal dari praktik budaya dan interpretasi agama yang 

bias gender. Alih-alih menjadi korban bisu, perempuan-perempuan ini 

mencari peran yang lebih aktif dalam penafsiran ajaran agama tentang isu-

isu hak perempuan.
57

 Sejalan dengan itu, Nihayatul Wafiroh juga 

menunjukkan adanya peran perempuan pesantren dalam perjodohan.
58

 

Dalam klaster ini meski sarjana telah mengulas tentang perempuan 

pesantren, namun telaah terhadap perempuan pesantren dalam sebuah 

komunitas yang secara khusus dibentuk dengan identitas pesantren belum 

dilakukan. Padahal ini penting untuk melihat bagaimana perempuan 

pesantren membangun agensi dan otoritas keulamaan dalam kerangka 

komunitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Kloos dan Kunkler bahwa 

dalam studi perempuan pada otoritas Islam, komunitas memainkan peran 

penting.
59

 Sarjana yang secara khusus menelaah perempuan pesantren 

dalam konteks komunitas adalah Nor Ismah. Dalam artikelnya yang 

berjudul Destabilizing Male Domination, Ismah menunjukkan bagaimana 

konsep otoritas berbasis komunitas dapat dikembangkan ke tingkat 
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otoritas lain yang disebut otoritas kolektif. Hal tersebut dibangun dari 

hubungan antara komunitas lokal dan komunitas kolektif ulama 

perempuan.  

Selanjutnya, dengan menelaah program Pengkaderan Ulama 

Perempuan (PUP) Rahima, Ismah menunjukkan kewenangan ulama 

berbasis komunitas dapat diwujudkan melalui kewenangan agama, sosial, 

budaya, dan kelembagaan.
60

 Dalam disertasinya, Ismah juga menelaah 

praktik keseharian para ulama perempuan yang mengeluarkan fatwa di 

Indonesia dalam berbagai tempat dan konteks sosial dan institusi. 

Penelitiannya ini mencoba melihat fatwa tidak pada lazimnya kajian yang 

menekankan pada teks, singkatnya Ismah mendekati fatwa tidak hanya 

sebagai produk tertulis tetapi juga sebagai proses interaksi dan komunikasi 

sehari-hari antara otoritas agama dan umat Islam yang dapat terjadi di 

mana saja.
61

 Meski telah mengungkap bagaimana ulama perempuan 

mendapatkan otoritas keagamaan, namun kajian Ismah belum secara 

langsung fokus pada komunitas yang secara identitas dikhususkan bagi 

perempuan pesantren terlebih lagi elite perempuan pesantren, nyai atau 

ning. Oleh karena itu pada titik ini aspek sumbangsih akademik yang 

dapat peneliti isi. Di mana komunitas perempuan pesantren yang terbentuk 

pada akhirnya juga membentuk kekhususan tersendiri bila dibandingkan 

dengan komunitas perempuan lain, terlebih bila dibandingkan dengan 

komunitas perempuan yang berbasis akademik dan intelektual.  

5. Kajian tentang JP3M 
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Sebagai organisasi yang unik dalam bingkai perempuan pesantren, 

beberapa sarjana telah menjadikan JP3M sebagai objek penelitiannya. 

Badruz Zaman dan Nur Aeni melihat bagaimana eksistensi JP3M dalam 

kaitannya dengan peran perempuan. Dengan mengambil data 

kepengurusan Pekalongan, hasil penelitian Zaman dan Aeni 

menyimpulkan bahwa JP3M Pekalongan berupaya mendongkrak peran 

perempuan di pelbagai sektor kehidupan.
62

 Hal senada juga ditunjukkan 

dari hasil penelitian Aziz dan Nurrohmah. Menurutnya gerakan JP3M 

berkontribusi menonjolkan peran perempuan dalam dimensi kehidupan 

bermasyarakat, khususnya untuk ilmu pengetahuan, gender, dan 

persaudaraan atau ukhwah.
63

 Sementara itu, Dewi Fatimah Zahro 

mengulas tentang strategi dakwah JP3M di era pandemi Covid-19.
64

 Hasil 

penelitiannya menunjukkan bagaimana dakwah transformatif yang 

dilakukan JP3M khususnya JP3M wilayah Yogyakarta selama masa 

pandemi.  

Semua kajian yang sudah dilakukan tentu tidak dapat diabaikan, 

karena tetap memberikan informasi dan menyuguhkan analisis penting 

dalam konteksnya masing-masing. Namun demikian, penelitian para 

sarjana di atas meski telah ada yang mengulas JP3M terlihat belum ada 

yang secara komprehensif menyentuh pada aspek konstruksi gender dan 

negosiasi peran di dalamnya. Lebih-lebih mendiskusikan tentang identitas 
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kolektif dalam komunitas JP3M. Cara peneliti dalam melihat dan 

menganalisis negosiasi ruang keagamaan perempuan pesantren pada JP3M 

semakin melengkapi dan memperkaya kajian yang telah ada sebelumnya. 

Singkatnya, keluputan para sarjana sebelumnya lah yang coba peneliti isi 

dengan penelitian ini. 

E. Kerangka Teori 

Kajian dalam disertasi ini berkaitan dengan gerakan perempuan pesantren. 

Gerakan perempuan di pesantren memberikan contoh yang baik 

bagaimana perempuan Muslim dapat bertindak sebagai agen perubahan 

dalam menghadapi represi patriarki yang berasal dari praktik budaya dan 

interpretasi agama yang bias gender. Alih-alih menjadi korban bisu, 

perempuan-perempuan ini mencari peran yang lebih aktif dalam 

memahami ajaran agama tentang isu-isu hak-hak perempuan. Meskipun 

kelompok-kelompok konservatif arus utama di dunia pesantren telah 

mencoba untuk membungkam atau mengabaikan karya-karya mereka 

hanya dengan melabeli mereka sebagai ‘pengikut’ agenda Barat sekuler, 

para aktivis perempuan di pesantren berpendapat bahwa kerangka kerja 

mereka didasarkan pada Islam.
65

 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, teori agensi, teori 

pembentukan identitas kolektif, dan teori representasi sosial sangat tepat 

digunakan untuk menjelaskan gerakan perempuan pesantren. Perempuan 

dalam kajian pesantren seringkali terlupakan perannya, atau memang 

dinilai tidak memiliki peran, sehingga penelaahan peran perempuan 

pesantren dengan teori agensi ala Saba Mahmood dipandang sangat tepat. 
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Selain itu, gerakan perempuan pesantren di sini tidak bergerak dalam lajur 

individu melainkan dalam bentuk komunitas sehingga telaah identitas 

kolektif dan representasi sosial yang sangat menekankan peran komunitas 

mendapatkan ruang utamanya. 

Diskusi gerakan perempuan dalam Islam selalu membuka 

pembicaraan tentang subyek kebebasan. Pertanyaan mendasar yang 

muncul adalah apakah perempuan memiliki kebebasan sebagai subyek 

dalam kehidupannya. Banyak literatur feminis bermunculan dengan 

mengulas titik singgung perempuan dengan praktik agensi. 

 Pada titik ini, Saba Mahmood adalah salah satu sarjana yang secara 

serius mengulas hal tersebut. Bagi Mahmood kebebasan seorang 

perempuan seringkali hanya diasosiasikan dalam bentuk penolakan 

terhadap norma-norma dominan yang ada.
66

 Artinya bila perempuan 

terlibat dalam sosialisasi nilai atau menjalankan norma yang dipandang 

patriarki misalnya, maka perempuan dalam konteks ini seolah dipandang 

tidak memiliki kebebasan. Padahal menurut Mahmood tidak demikian. 

Mahmood menyatakan bahwa cara seseorang hidup di dalam atau 

menjalankan norma-norma—dengan menjunjung tinggi dan 

melanggengkannya, dibandingkan berusaha menolak, meremehkan, atau 

menggulingkan norma-norma—juga dapat dipahami melalui bahasa 

agensi. Sehingga, agensi tidak hanya terbatas pada menolak norma-norma 

namun lebih baik dipahami sebagai “kapasitas dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk melakukan tindakan etis tertentu”.
67
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Kegagalan untuk melihat agensi perempuan dalam Islam acapkali 

didasarkan pada penggunaan analis feminis. Mahmood secara menarik 

menggambarkan dilematis analis feminis tersebut sebagai berikut:  

“dukungan aktif perempuan terhadap gerakan sosio-religius yang 

mempertahankan prinsip-prinsip subordinasi perempuan 

menimbulkan dilema bagi para analis feminis. Di satu sisi 

perempuan terlihat menegaskan kehadiran mereka di lingkungan 

yang sebelumnya didefinisikan oleh laki-laki, sementara di sisi lain, 

idiom-idiom tersebut yang mereka gunakan untuk memasuki arena 

ini didasarkan pada wacana yang secara historis menjamin 

subordinasi mereka terhadap otoritas laki-laki. Dengan kata lain, 

ketundukan perempuan terhadap kebajikan-kebajikan feminin, 

seperti rasa malu, rendah hati, dan rendah hati, nampaknya 

merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan peran 

publik mereka dalam kehidupan beragama dan politik.”
68

 

 

Argumen Mahmood tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari 

mentornya, Judith Butler. Menurut Butler tidak ada individu yang menjadi 

subyek tanpa terlebih dahulu menjadi subjek atau menjalani ‘subjektivasi’. 

Menurutnya, subjektivasi berasumsi bahwa seseorang menjadi subjek 

hanya dengan tunduk pada kekuasaan.
69

 Lebih lanjut, Butler menerapkan 

argumen Foucault pada gagasan mengenai agensi perempuan, dengan 

menegaskan bahwa kemampuan perempuan untuk bertindak harus 

dipahami dalam kaitannya dengan norma-norma patriarki yang 

menentukan praktik etis mereka sehari-hari dan membentuk mereka 

sebagai subjek etis (norma patriarki mengacu pada perilaku yang 

dipertimbangkan sesuai dalam budaya yang ditentukan oleh kekuasaan 

laki-laki).
70

 Namun Mahmood pernah mencatat dengan tepat bahwa ada 
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dua gerakan simultan yang tampaknya dilakukan Butler, yaitu agensi 

memang terletak di dalam struktur kekuasaan itu sendiri, bukan di dalam 

subjek yang rasional, otonom, dan karena itu bersifat agen, namun 

tampaknya resistensi masih merupakan paradigmatiknya.
71

 Pada titik ini, 

sejatinya gagasan Butler masih menempatkan agensi bagian dari 

perlawanan.  

Argumen yang menempatkan agensi sebagai perlawanan 

dikembangkan lebih lanjut oleh antropolog Lila Abu-Lughod, yang 

berpendapat bahwa perempuan menemukan cara untuk menumbangkan 

makna praktik budaya dan agama untuk melawan tatanan dominan laki-

laki dan menegaskan “hak pilihan” mereka sendiri.
72

 Artinya, gagasan 

Mahmood tentang agensi melangkah lebih jauh dari para sarjana ini. Di 

mana dalam pandangan Mahmood bahwa pandangan tradisional yang 

mengaitkan keagenan dengan perlawanan tidak berlaku dalam konteks 

gerakan kesalehan Islam. 

Memaknai agensi perempuan hanya pada bentuk perlawanan norma 

lebih mengarahkan pada wacana kolonial. Ciri dasar wacana kolonial 

sebagaimana diungkap oleh Katrin Bandel sebagai asumsi superioritas 

manusia Barat yang dipandang lebih maju dibanding manusia lain, 

terutama manusia ‘Dunia Ketiga’. Dalam ungkapan lain, manusia Barat 

seolah-olah berhak atau bahkan berkewajiban untuk menilai manusia lain. 

Dalam konteks perempuan, perempuan Dunia Ketiga dianggap hanya 

sebagai obyek perhatian dan penelitian, dan seolah sebagai korban yang 
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perlu dibantu sehingga suara mereka sendiri seakan-akan tidak dapat atau 

mungkin tidak relevan untuk didengar dan diperhitungkan.
73

 

Johnshon dan Fairweather menilai kebaruan gagasan yang 

ditawarkan oleh Mahmood sebagai berikut: 

“Inovasi Mahmood adalah membuat pembacanya 

mempertimbangkan kembali apa yang menjadi konsep-konsep kunci 

seperti otonomi (kemampuan kita untuk bertindak secara mandiri), 

kebebasan, dan etika sebenarnya memiliki arti, dan dia 

mempertanyakan interpretasi umum terhadap gerakan-gerakan yang 

landasannya berada di luar paham liberal Barat. Pemahaman 

alternatifnya tentang hak pilihan berpendapat bahwa dalam kasus 

perempuan yang ia teliti, hak pilihan dapat dilihat dalam cara 

mereka menjunjung tinggi bentuk perilaku seperti kesopanan dan 

rasa malu yang ia sebut sebagai “norma.”
74

 

 

Ungkapan di atas menandaskan bahwa dalam pandangan Mahmood 

partisipasi perempuan dalam gerakan kesalehan dan dukungan aktif 

mereka terhadap prinsip-prinsip agama yang menopang subordinasi bagi 

mereka. Sehingga, Mahmood pada poin ini percaya bahwa hal ini paling 

tidak dipahami diluar tradisi keilmuan feminis yang menganggap 

perlawanan sebagai satu-satunya bentuk tindakan independen. Alih-alih 

memaksakan fakta tersebut dengan analis feminis yang hanya melihat 

perlawanan sebagai agensi, Mahmood justru yakin bahwa tindakan 

tersebut juga dapat dilihat dari cara perempuan menjunjung dan 

melanggengkan bentuk perilaku yang ia sebut sebagai “norma” atau 

norma patriarki. Lebih lanjut, pelibatan perempuan sebagai subyek dalam 

menentukan pilihan kebebasan dalam kehidupan mereka sendiri adalah hal 

penting yang harus ada. Dalam ungkapan Susan Parkison Stern hal ini 
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dapat menjadi upaya untuk mengembangkan ilmu sosial kritis yang 

didasarkan pada perspektif mereka sendiri yang memikul beban 

perjuangan tersebut. Lebih dari hal itu, ini juga berkontribusi pada 

pendekatan perjuangan akar rumput yang didasari oleh beberapa sumber 

pengetahuan subyek.
75

 

Pada dasarnya, pemaknaan agensi yang dikemukakan para sarjana 

sangatlah beragam. Naila Kabeer berargumen bahwa artikulasi agensi 

dapat mewujud dalam beragam bentuk, baik berupa tawar menawar, 

negosiasi, muslihat, hingga resistensi.
76

 Namun demikian, dalam disertasi 

ini, agensi akan didasarkan pada pandangan yang menempatkan kepatuhan 

terhadap norma bagian dari agensi. Sejalan dengan pandangan Mahmood 

di atas, Kelsy C. Burke membagi empat pendekatan dalam merumuskan 

agensi, yaitu resistensi, pemberdayaan, instrumental, dan kepatuhan.
77

 

Dalam pandangan Burke pandangan yang menempatkan kepatuhan bagian 

dari agensi merupakan pendekatan terhadap agensi yang diambil dari teori 

pascakolonial dan pascastruktural untuk menantang bahwa agensi tidak 

boleh disamakan dengan persepsi liberal klasik tentang kebebasan 

manusia. 

Keagenan yang patuh berusaha mengidentifikasi berbagai cara di 

mana perempuan yang religius mematuhi ajaran agama dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Sehingga, cara-cara di mana perempuan memahami 

dunia mereka –apa yang mereka mampu lakukan– dapat mengarah pada 

tindakan yang disengaja untuk menyesuaikan diri atau menolak, yang 
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keduanya harus dianggap sebagai agensi. Lebih lanjut menurut Burke, 

agensi yang patuh mengungkapkan bahwa agensi yang dianggap sebagai 

otonomi tidak memadai ketika individu yang beriman tidak berusaha 

untuk menjadi sepenuhnya otonom –mereka berusaha untuk bertindak 

bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Tuhan.
78

 

Cara pandang keagenan yang patuh ini sangat cocok digunakan 

untuk memotret agensi perempuan pesantren khususnya yang ada pada 

komunitas JP3M ini. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi pemaknaan 

perempuan pesantren yang ada pada JP3M yang tidak menjadikan 

resistensi atas norma sebagai basis gerakannya, sehingga agensi yang 

patuh berupaya mempertimbangkan secara serius hakikat keyakinan dan 

praktik wanita religius dalam konteks sosio-historis tertentu, yang dalam 

konteks penelitian ini adalah dunia pesantren.  

Sebagai sebuah komunitas perempuan pesantren, JP3M juga erat 

kaitannya dengan teori identitas kolektif. Teori identitas kolektif memiliki 

peran penting dalam menyuguhkan pemahaman yang komprehensif 

terhadap gerakan sosial. Setidaknya, menurut Fominaya peran penting 

teori identitas kolektif dalam menelaah gerakan sosial adalah membantu 

menjelaskan apa yang menopang gerakan dari waktu ke waktu, dan peran 

penting dari emosi, afektif, dan solidaritas dalam mempertahankan 

komitmen.
79

 Konsep identitas kolektif digunakan peneliti untuk lebih 

memahami kapan dan mengapa seseorang membentuk stereotip terhadap 

diri mereka sendiri dan orang lain, mendiskriminasi kelompok luar demi 
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mendukung kelompok dalam, serta menerima pengaruh dari anggota 

kelompok tetapi menolak pengaruh dari anggota kelompok luar.
80

 

Polletta dan Jasper mengungkapkan bahwa para ahli teori gerakan 

sosial baru melihat adanya perubahan besar dalam formasi sosial di balik 

bentuk-bentuk aksi kolektif saat ini, yang sering disebut sebagai jaringan 

masyarakat (network of society). Dalam gerakan tersebut mobilisasi 

identitas memainkan peran sentral.
81

 Lanjutnya, pengembangan 

kebanggaan kelompok merupakan salah satu bentuk kerja identitas. 

Sehingga, identitas kolektif menjadi penting dalam sebuah gerakan sosial. 

Identitas kolektif menggambarkan komunitas yang dibayangkan maupun 

yang konkrit, melibatkan tindakan persepsi dan konstruksi serta penemuan 

ikatan, kepentingan, dan batasan yang sudah ada sebelumnya. 

Secara umum, identitas kolektif menjelaskan bahwa kelompok 

individu memiliki kepentingan (interest), nilai (values), perasaan 

(feelings), dan tujuan (goals) bersama. Lebih lanjut, menurut Sukmana 

identitas kolektif di dalamnya meliputi menekankan pada komitmen dari 

indvidu, menekankan pada solidaritas dari kolektivitas, serta menyoroti 

secara lebih luas, struktur makrososial dan dinamika yang melampaui 

gerakan kolektivitas, termasuk yang membantu membentuk dan 

memberikan interes, konteks politik, simbol kultur, tujuan, dan 

sebagainya.
82

 

Fominaya dalam kesimpulan studinya tentang konsep identitas 

kolektif menyatakan bahwa konsep itu telah digunakan untuk 
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menganalisis semua jenis gerakan sosial, dari progresif hingga reaksioner, 

radikal hingga konservatif, berbasis identitas hingga heterogen, menyebar 

hingga hierarkis, dan telah memberikan konstribusi penting bagi 

pemahaman kita tentang gerakan sosial. Dengan menyoroti pentingnya 

pengalaman dan praktik kolektif bersama serta pentingnya ikatan afektif 

dan faktor emosional dalam pembentukan identitas kolektif, kajian dalam 

bidang ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan proses-proses utama 

yang menopang atau melemahkan gerakan dari waktu ke waktu, namun 

juga berkontribusi pada berkembangnya kumpulan literatur yang berfokus 

pada dinamika budaya dan mobilisasi emosional.
83

 

Sebagai gerakan sosial, para sarjana pada mulanya memberi titik 

fokus pada analisis psikologi sosial fungsional tentang perilaku massa. 

Analisis tersebut mengandaikan suatu hubungan kausul yang linier di 

mana ketegangan-ketegangan struktural menghasilkan ketidaknyamanan 

psikologis, yang pada gilirannya akan melahirkan tindakan kolektif.
84

 

Namun meski demikian, pendekatan semacam itu menimbulkan pelbagai 

kekurangan dalam konsepsinya. Quintan Wiktorowics menegaskan model-

model analisis semacam itu tidak hanya mengabaikan begitu banyak 

contoh di mana ketegangan tidak menghasilkan mobilisasi gerakan, 

namun juga cenderung mengabaikan dimensi-dimensi purposif, politik dan 

organisasi dari kontestasi gerakan.
85

 Dalam ungkapan lain, gerakan-

gerakan tidak sekedar tentang mekanisme-mekanisme pengelolaan 
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psikologis, tetapi juga seringkali secara eksplisit difokuskan dan diarahkan 

pada tujuan tertentu atau politik. Dalam upaya melengkapi kekurangan 

akibat penekanan terhadap aspek psikologi ketegangan dan ketidakpuasan 

struktur, sarjana mengusulkan teori mobilisasi sumber daya (TMSD). 

Teori ini melihat gerakan-gerakan sebagai sesuatu yang rasional, suatu 

manifestasi tindakan kolektif yang terorganisasi. 

Menempatkan gerakan perempuan JP3M pada lanskap agensi 

perempuan yang tidak menolak atau melawan norma-norma, sebagaimana 

makna agensi Mahmood, berarti memaknai identitas kolektif dalam 

kerangka fenomena yang terjadi karena muncul, berkembang dan 

menyebarnya pengetahuan sosial melalui aktivitas komunikasi dan 

interaksi sosial dalam konteks kultural sebagai bentuk representasi yang 

bersifat konstruksi kultural.
86

  

Dalam konteks dinamika pembentukan identitas kolektif, 

nampaknya dapat ditegaskan bahwa dalam organisasi JP3M berbeda 

dengan yang ada pada pembentukan identitas kolektif dalam konteks 

gerakan sosial, baik di Eropa,
87

 di Amerika Latin,
88

 maupun gerakan sosial 

secara umum yang ada di Indonesia.
89

 Dalam gerakan sosial tipe ini lebih 

disifati sebagai gerakan perlawanan berdasarkan identitas kolektif 

terpolitisasi atau dalam istilah Simon dan Klandermans disebut sebagai 

politicized collective identity. Bagi mereka, identitas kolektif terpolitisasi 

                                                           
86

 Akhmad Fauzie, Suryanto, dan Andik Matulessy, “The Collective Identity 

Formation of a Mangrove Conservation Movement,” Jurnal Psikologi Teori dan Terapan 

Vol.12, no. No. 1 (2021): 30, https://doi.org/10.26740/jptt.v12n1.p19-36. 
87

 Bert Klandermans dkk., “Identity Processes in Collective Action Participation: 

Farmers’ Identity and Farmers’ Protest in the Netherlands and Spain,” Political Psychology 

Vol. 23, no. No. 2 (2002), https://www.jstor.org/stable/3792289. 
88

 Nur Imam Subono, Dari Adat ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial di Amerika 

Latin (Marjin Kiri, 2017). 
89

 Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial. 



 
 
 

35 
 

erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan antar kelompok. Sehingga 

identitas tersebut dapat dipahami sebagai  suatu bentuk identitas kolektif 

yang mendasari motivasi eksplisit anggota kelompok untuk terlibat dalam 

perebutan kekuasaan. Pada titik ini berguna untuk membedakan antara 

dampak politik dari identitas kolektif (political repercussions of collective 

identity) dan identitas kolektif yang dipolitisasi (politicized collective 

identity). Dalam banyak kasus, perilaku atau tindakan dalam kaitannya 

dengan identitas kolektif mungkin mempunyai dampak politik karena juga 

memengaruhi struktur kekuasaan dalam masyarakat. Namun, dampak 

politik ini mungkin disengaja atau tidak disengaja oleh para aktor 

kolektif.
90

 

Singkatnya, gerakan perempuan pesantren yang ada pada JP3M 

lebih tepat untuk dipahami sebagai fenomena yang terjadi karena muncul, 

berkembang dan menyebarnya pengetahuan sosial melalui aktivitas 

komunikasi dan interaksi sosial dalam konteks kultural sebagai bentuk 

representasi yang bersifat konstruksi kultural. Dalam ungkapan lain, 

Fauzie, Suryanto, dan Matulessy memahami identitas kolektif dalam 

sebuah gerakan sosial sebagai bagian dari pengetahuan sosial sehingga 

dibangun melalui aktivitas komunikasi, pertukaran dan interaksi sosial 

secara kolektif. Hal ini pada akhirnya akan membentuk identitas kolektif 

yang menghubungkan aspek kognitif, moral dan emosional individu 

dengan berbagai bentuk kategori, dan praktik institusional yang lebih 

luas.
91
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Pemahaman sosial dalam memproduksi identitas menempati 

urgensinya tersendiri. Terlebih dalam teori representasi sosial dinyatakan 

bahwa pengetahuan sosial terjadi melalui proses penjangkaran, yaitu 

proses produksi representasi yang bertugas melakukan konversi 

pemahaman dari makna yang bersifat asing (unfamiliar) pada suatu objek 

menjadi makna yang dikenali secara akrab (familiar) oleh subjek dan 

objektivikasi, yaitu proses produksi representasi di mana gagasan yang 

diwujudkan oleh objek akan dicerna oleh subyek menjadi sesuatu yang 

dimengerti dan dikenali sehingga mampu mengontrol representasi agar 

tidak menjauh dari kenyataan sosial.
92

 Dalam ungkapan Risa Permanadeli 

perilaku individu merupakan cerminan dari sistem pemikiran sosial, dan 

sistem pemikiran sosial tersebut dibangun atas dasar kehidupan kolektif 

setiap individu yang menjadi anggotanya.
93

 Sehingga potret pemikiran 

komunitas dapat direkam dengan analisa teori ini. 

Secara operasional kerangka teori dalam disertasi ini dapat 

digambarkan dalam bagan berikut ini: 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam disertasi ini merupakan penelitian sosial kualitatif dengan 

menggunakan metode studi kasus (case study). Penelitian studi kasus 

banyak digunakan secara umum dalam metodologi penelitian sosial. 

Sebagaimana dimaksud oleh Yin bahwa studi kasus merupakan 

penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata.
94

 Penelitian dalam disertasi ini berupaya mengungkap 

agensi dalam bentuk negosiasi dan peran perempuan pesantren dalam 

sebuah komunitas. Komunitas Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren 

dan Muballighoh (JP3M)
95

 dijadikan sebagai fokus utama dalam studi 

kasus ini karena secara representasi secara pembentukan dan 

pengembangan, JP3M dapat dinilai sebagai representasi perempuan 

pesantren secara umum.  
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Lebih lanjut, bila mengikuti pembagian studi kasus yang diberikan 

Yin, maka studi ini bagian dari penjelasan atau explanatory. Fokus utama 

dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana 

perempuan pesantren membentuk komunitas mereka pada JP3M. Dalam 

menentukan JP3M sebagai fokus studi kasus dalam penelitian ini, 

merupakan bagian dari selecting the case dengan menggunakan model 

intrinsic case study.
96

 Artinya, titik tekan pemilihan kasus yang dipilih 

bukan kasus tersebut mewakili kasus lain, namun karena keunikannya 

yang menjadi perhatian peneliti. JP3M menurut peneliti menghadirkan 

keunikan tersendiri. Berbeda dengan gerakan perempuan Indonesia pada 

umumnya, JP3M sejak awal membangun imajinasinya hanya ditujukan 

bagi elite perempuan pesantren, dengan kekhasan yang dimiliki 

perempuan pesantren, maka dengan sendirinya organisasi JP3M juga 

menghadirkan kekhasannya tersendiri bila dibandingkan dengan gerakan 

perempuan.   

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konstruktivisme. Sebagaimana diungkap oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin 

bahwa dalam perspektif konstruktivisme, realitas sosial terbentuk dari 

konstruksi sosial tentang pengetahuan dan makna yang bersifat pertukaran 

intersubjektif. Realitas dipahami sebagai artefak sosial dan produk dari 

pertukaran makna sekelompok orang yang menyejarah.
97

 Artinya, 

konstruktivisme mengasumsikan bahwa realitas merupakan konstruksi 

sosial yang dibentuk oleh persepsi. Dengan pendekatan ini, maka 

pemaknaan terhadap perempuan pesantren menempatkan bahwa 
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perempuan pesantren secara aktif membangun atau membuat 

pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman 

perempuan pesantren itu sendiri. Pemaknaan semacam ini tidak terjadi 

pada masa tertentu melainkan telah terbentuk dalam rentang sejarah 

panjang, khususnya sejarah panjang lembaga pesantren di Indonesia 

sehingga telah membentuk nilai-nilainya sendiri. 

2. Lokasi, Objek dan Subjek Penelitian 

Sebagai bagian dari penelitian studi kasus pada komunitas perempuan 

pesantren yang ada dalam JP3M, penelitian ini bertempat di tiga provisi 

utama, yaitu Jawa Tengah, Lampung dan Sumatera Selatan karena hingga 

saat ini lokus sekretariat JP3M berada di Pesantren dari masing-masing 

ketua, maka lokasi penelitian ini berada di pesantren dari pengurus JP3M 

baik pusat maupun provinsi. Lebih rincinya sebagai berikut. Pertama, di 

Pesantren Sirojurrakhim Temanggung Jawa Tengah yang merupakan 

kediaman Nyai Hannik Maftukhah Afif, selaku ketua umum JP3M, 

sekaligus sekretariat utama pengurus pusat JP3M. Kedua, di Pesantren 

Istiqomah Al-Amin Lampung Selatan, Lampung yang merupakan 

kediaman nyai Heni Insyiah, ketua JP3M Provinsi Lampung. Ketiga, 

pesantren Darul Mutaqin, OKU Timur, Sumatera Selatan yang merupakan 

kediaman nyai Ma’rifat, ketua JP3M Provinsi Sumetra Selatan. Selain di 

ketiga pesantren utama tersebut, penelitian ini juga tersebar ke beberapa 

pesantren yang ada di daerah Jawa Tengah, Lampung dan Palembang 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari JP3M, misalnya pengurus 

kabupaten Lampung Timur.  

Sementara itu, objek dalam penelitian ini adalah organisasi JP3M. 

JP3M merupakan organisasi sosial keagamaan Islam (jam’iyyah diniyah 

ittihadiyah islamiyah) yang independen berdasarkan Islam ahlussunah wal 
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jama’ah annahdliyah dengan mengedepankan silaturahmi dan ukhwah. 

Organisasi ini didirikan pada tanggal 28 Jumadil Awal 1436 H atau 8 

Maret 2015 di Pondok Darussalam Gondang Limbangan Kendal Jawa 

Tengah. Meski pada mulanya merupakan organisasi lokal, namun 

nyatanya hingga saat ini telah berkembang tidak hanya secara nasional 

juga telah melebarkan sayap kepengurusan di beberapa cabang istimewa 

luar negeri. Penelitian ini tidak ditujukan untuk membandingkan antar 

wilayah dari organisasi JP3M, misalnya antara Jawa dan Sumatera. Justru 

potret Sumatera, dalam hal ini Lampung dan Sumatera Selatan digunakan 

untuk meninjau sejauh mana pembentukan komunitas ini berbasis identitas 

kolektif yang diciptakan. Dengan ungkapan lain data dari Jawa dan 

Sumatera digunakan untuk saling melengkapi dan mengkonfirmasi. 

Lebih lanjut dalam penelitian tentang gerakan perempuan pesantren, 

sejatinya kesulitan yang dihadapi adalah penentuan subjek. Sebagaimana 

diungkap Martyn bahwa karena keanggotaan suatu gerakan seringkali sulit 

diidentifikasi, peneliti biasanya berfokus pada organisasi sebagai bagian 

yang paling terlihat dan diformalkan dalam suatu gerakan, dan organisasi 

serta pemimpinnya lah yang menentukan agenda dan strategi.
98

 Berpijak 

pada hal tersebut, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para 

perempuan pesantren, baik nyai maupun ning yang tergabung dalam 

kepengurusan organisasi JP3M baik pada tingkat pusat, provinsi maupun 

kabupaten. Sehingga dengan jelas dalam tulisan ini istilah perempuan 

pesantren dipahami secara khusus merujuk pada nyai dan/atau ning, tidak 

untuk makna perempuan pesantren secara umum yaitu perempuan yang 

menimba ilmu di dunia pesantren. Selain itu, dukungan tokoh agama laki-
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laki juga sangat penting dalam pembentukan dan penyebaran JP3M, 

sehingga subjek juga berisi tokoh agama laki-laki yang erat kaitannya 

dengan JP3M. Secara faktual terdapat 13 subjek dalam penelitian ini. 

Dengan rincian sebagai berikut; total terdapat 10 tokoh agama perempuan, 

6 orang nyai dan 4 orang ning
99

, dan 3 tokoh agama laki-laki (kiai). 

Sementara bila diperinci berdasar pada tempat penelitian adalah sebagai 

berikut; 3 informan berdomisili di Jawa, 7 informan di Lampung, dan 3 

informan di Sumatera Selatan. Selanjutnya, terdapat benang merah yang 

menghubungkan keseluruhan informan dalam penelitian ini dalam 

kaitannya dengan latar budaya. Semua informan erat kaitannya dengan 

budaya Jawa. Meski 10 informan berasal dari luar Jawa, namun mereka 

terkait erat dengan Jawa, baik secara asal-usul biologis adalah keturunan 

Jawa atau orang Jawa yang pindah ke Sumatera, maupun transmisi 

keilmuannya yang erat dengan Jawa sehingga tidak mengherankan bila di 

pesantren informan bahasa Jawa digunakan untuk menerjemahkan 

(maknani) kitab-kitab berbahasa Arab. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. 

Sebagai penelitian studi kasus yang merupakan desain kualitatif di mana 

peneliti mengeksplorasi secara mendalam suatu aktivitas, proses, peristiwa 

atau satu atau lebih individu, maka peneliti mengumpulkan informasi rinci 
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menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu 

tertentu. Proses pengambilan data penelitian ini dalam kurun waktu 

November 2022-Juli 2023. Metode yang peneliti gunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga 

melakukan penelusuran di media internet dan pengetahuan peneliti dari 

hasil pembacaan literatur. 

Pengambilan data dalam penelitian diperoleh melalui metode 

wawancara terstruktur (guided-interview) dengan pedoman wawancara 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Meski demikian, teknik semacam ini 

masih dimungkinkan adanya pengurangan, pemilihan, dan pengayaan dari 

pedoman tersebut demi memenuhi kebutuhan analisa. Dalam proses 

wawancara kadang peneliti menggunakan cara formal, namun tidak jarang 

juga dengan cara non-formal semisal dengan cara obrolan santai. Lebih 

lanjut, tipe wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

open-ended,
100

 yaitu peneliti bertanya kepada informan kunci terkait fakta-

fakta suatu peristiwa selain juga opini mereka mengenai peristiwa yang 

ada. Selain itu peneliti juga meminta informan untuk mengetengahkan 

pendapatnya sendiri atas peristiwa tertentu dan dapat juga menggunakan 

proposisi tersebut sebagai dasar eksplorasi penelitian. Dalam hal ini, 

informan kunci yang peneliti wawancarai adalah pengurus inti dari ketua 

JP3M Pusat, Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Dari informan inti 

tersebut kemudian muncul rekomendasi orang lain yang potensial untuk 

dijadikan informan agar dapat menggali informasi secara lebih mendalam. 
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Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terutama saat 

pelaksanaan triwulan di salah satu pengurus kabupaten OKU Timur, 

Sumetra Selatan. Observasi dilakukan sebagai bukti pendukung dari data 

wawancara.  Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi atas 

beberapa hasil rapat, dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

organisasi, baḥtsul masā’il, dan beberapa dokumen penting lain yang 

relevan juga peneliti gunakan. Data jenis ini peneliti sebut sebagai sumber 

data primer. 

Lebih lanjut, peneliti juga melengkapi data dalam penelitian ini 

dengan sumber-sumber yang ada dalam artikel jurnal, hasil penelitian, dan 

sumber internet yang secara langsung mengulas tentang JP3M. Artinya 

jenis data dalam konteks ini sebagai sumber data sekunder. Data yang 

mengungkap gambaran yang ada di internet penting untuk memotret 

bagaimana perempuan pesantren yang ada pada JP3M ini berinteraksi 

dengan dunia modern. 

4. Teknik Analisis Data 

Secara pelaksanaannya, peneliti mengumpulkan data-data hasil 

wawancara kemudian me-review-nya dalam catatan singkat yang 

merupakan refleksi hasil wawancara. Selanjutnya, peneliti 

mengidentifikasi apakah data yang ditemukan dapat mendukung untuk 

mendapatkan argumentasi sebagai jawaban atas penelitian ini.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam pendekatan 

konstruksionis adalah analisis induktif dari pernyataan informan yang 

telah ditentukan berdasar pada purposif dalam kaitannya dengan fokus 

penelitian ini, yaitu perempuan pesantren dalam komunitas JP3M. Analisis 

ini menurut Dzuhayatin diawali dengan pemilihan data berdasar pada 

derajat kepercayaan yang meliputi kredibilitas, keterkaitan, dan 
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konfirmitasnya antar satu orang dengan yang lain. Di samping itu, teknik 

analisis triangulasi dengan membandingkan berbagai data empiris seperti 

data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami 

konfirmitas, ambiguitas ataupun kontradiksinya serta menjelaskan akar 

penyebabnya. Data-data tersebut diperbandingkan untuk mendapatkan 

kesimpulan yang akurat dan kredibel yang sedapat mungkin dilepaskan 

berbagai bias dan kepentingan informan dan peneliti. 

G. Sistematika Pembahasan 

Disertasi ini disusun secara sistematis guna mendapatkan pemahaman 

yang utuh, runut dan ilmiah. Untuk memudahkan hal tersebut, peneliti 

memuat ke dalam beberapa bab sebagai berikut. Bab I sebagai pijakan 

awal dalam kerangka penelitian akan memuat landasan penelitian. Secara 

lebih rinci, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka sebagai titik tolak 

serta positioning penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II menjelaskan konsep-konsep pokok yang erat kaitannya 

dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan gambaran perempuan 

pesantren dalam diskusi tentang gender, agensi, dan otoritas keagamaan. 

Secara rinci bab ini di dalamnya memuat tentang pesantren dan diskursus 

gender di Indonesia, termasuk tentang bagaimana citra perempuan dalam 

pesantren selama ini, pesantren dan diskursus gender, dan agensi yang 

ditunjukkan perempuan pesantren. Selain itu, bab ini juga berisi tentang 

ideologi ibuisme sebagai bagian rangkaian sejarah pemaknaan terhadap 

perempuan, termasuk perempuan pesantren. Bab ini ditutup dengan 

diskusi perempuan pesantren dalam kerangka otoritas keagamaan.  
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Bab III dalam penelitian ini memuat uraian tentang identitas 

kolektif dalam gerakan perempuan pesantren. Sebagai bagian yang 

menjadi diskusi utama dalam disertasi ini, identitas kolektif dalam gerakan 

perempuan pesantren diulas ke dalam beberapa sub-bab yaitu, identitas 

kolektif dalam gerakan perempuan, produksi identitas kolektif, gerakan 

perempuan pesantren dalam lajur sejarah Indonesia. 

Bab IV berfokus pada organisasi JP3M, meliputi sejarah kelahiran 

dan perkembangan, profil pendiri, landasan organisasi berupa pedoman, 

akidah, asas, visi, misi, dan tujuan, stuktur kepengurusan dan forum, pola 

rekruitmen anggota dan kaderisasi, juga memuat media komunikasi, 

jaringan dan negosiasi ruang keagamaan. Pada bab ini juga diulas 

bagaimana organisasi JP3M memanfaatkan identitas kolektif untuk 

menguatkan dan menyebarkan komunitas ini. Potret identitas ini ditelusuri 

dari tempat kemunculannya, yaitu Jawa kemudian berkembangnya di 

Sumatera, khususnya Lampung dan Sumatera Selatan. Diskusi pada bab II 

ditutup dengan dua pokok pembahasan penting yakni JP3M sebagai 

gerakan perempuan pesantren, dan peran tokoh agama laki-laki pada 

organisasi JP3M. Hal lain yang diuraikan pada bab ini adalah hubungan 

JP3M dengan NU.  

Pada Bab V berisi tentang manifestasi peran perempuan pesantren 

berbasis komunitas. Hal itu fokus pada diskusi otoritas keagamaan 

perempuan pesantren dalam organisasi JP3M. Secara spesifik pada bab ini 

berisi tentang konstruksi sosial otoritas keagamaan, otoritas perempuan 

pesantren termasuk di dalamnya adalah bentuk-bentuk otoritas keagamaan 

perempuan pesantren. Selanjutnya mendiskusikan tentang bagaimana para 

perempuan pesantren yang ada pada JP3M memahami relasinya dengan 

kiai sebagai tokoh penting dalam kepemimpinan pesantren. Pada bab ini 
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diakhiri dengan diskusi tentang dominasi domestik sebagai pembuka 

ruang publik yang dilakukan perempuan pesantren. 

Bab VI berisi tentang manifestasi dari identitas kolektif dalam 

gerakan perempuan pesantren yang ada pada JP3M. Poin awal mengulas 

tentang bagaimana perempuan pesantren sebagai identitas mampu 

dimanfaatkan sebagai pembentukan komunitas. Dilanjutkan tentang cerita 

perempuan pesantren dalam komunitas JP3M di tiga wilayah berbeda, 

Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan. Poin selanjutnya menyoroti 

Mujāhadah sebagai bagian ritus penting yang ada pada komunitas JP3M 

menjadi bahan diskusi untuk melihat bagaimana peran perempuan 

pesantren dalam kepemimpinan keagamaan. Bab ini ditutup dengan 

tinjauan perempuan pesantren dalam media baru.  

Sebagai penutup, Bab VII berisi tentang jawaban atas pertanyaan 

penelitian yang ada pada rumusan masalah. Selain berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian, pada bagian ini juga berisi tentang saran dan rekomendasi 

yang dihasilkan dalam penelitian. 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa: 

Pertama, Agensi perempuan pesantren dalam JP3M bekerja melalui 

strategi adaptif terhadap nilai-nilai tradisional dan struktur patriarkal, 

namun sekaligus juga melalui transformasi dari dalam. Perempuan 

pesantren, khususnya para nyai, tidak hanya menjalankan fungsi 

reproduktif dalam ranah domestik, tetapi juga tampil sebagai pemegang 

otoritas dalam ranah pendidikan, dakwah, dan spiritualitas. Praktik 

keagamaan seperti mujāhadah, pengajian kitab, dan bahtsul masail bukan 

sekadar ruang ibadah, melainkan juga sarana strategis untuk memproduksi 

dan menampilkan otoritas keagamaan yang selama ini didominasi oleh 

laki-laki. Melalui kepemimpinan spiritual, pengelolaan lembaga 

pendidikan, dan keterlibatan aktif dalam forum-forum keagamaan, para 

nyai menggunakan identitas keagamaan dan sosial mereka sebagai basis 

legitimasi. Agensi mereka bukan bentuk resistensi frontal, tetapi 

manifestasi dari cultural agency—yakni pengolahan nilai-nilai keibuan, 

kesalehan, dan keteladanan menjadi sumber kuasa simbolik dan struktural 

di ruang publik pesantren. 

Kedua, Komunitas JP3M berfungsi sebagai medium kolektif yang 

memperkuat posisi sosial dan kultural perempuan pesantren melalui 

solidaritas simbolik dan praksis bersama. Komunitas ini memungkinkan 

redistribusi kuasa melalui pengakuan satu sama lain atas otoritas 

keagamaan dan kompetensi keulamaan yang dimiliki para nyai. Dalam 

komunitas ini, otoritas keagamaan perempuan tidak bergantung pada 
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institusi formal semata, melainkan dibangun dari pengakuan sosial yang 

terus direproduksi melalui praktik kolektif. Kegiatan bersama seperti 

mujāhadah, pelatihan kepemimpinan, dakwah digital, hingga 

pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren memperlihatkan bahwa 

komunitas menjadi arena strategis yang menopang keberlangsungan kuasa 

perempuan, bukan hanya dalam dimensi simbolik, tetapi juga dalam ranah 

sosial-ekonomi dan intelektual. Dengan kata lain, komunitas bukan 

sekadar jaringan sosial, melainkan infrastruktur kultural yang memperkuat 

agensi dan kapasitas perempuan pesantren. 

Ketiga, Representasi kolektif yang mewujud dalam gerakan JP3M 

menampilkan sintesis antara nilai tradisional dan strategi kontemporer 

perempuan pesantren. Para nyai memproyeksikan diri mereka dalam 

simbol keibuan (ibuisme), kesalehan, dan pengabdian, namun tanpa 

mengorbankan akses mereka terhadap kepemimpinan publik. Representasi 

ini menjadi strategi simbolik untuk menegosiasikan otoritas dalam 

masyarakat yang masih dominan patriarkal. Para nyai tampil sebagai 

pemimpin spiritual, pendidik, penggerak ekonomi, dan figur moral dalam 

satu paket yang dapat diterima secara kultural oleh komunitas pesantren. 

dalam ungkapan lain, representasi kolektif mereka bersifat fleksibel—

memungkinkan inklusi dalam ruang publik tanpa kehilangan keotentikan 

sebagai perempuan pesantren. Strategi ini mencerminkan politics of 

recognition yang khas: pengakuan atas otoritas perempuan dibangun tidak 

melalui penolakan tradisi, tetapi melalui re-interpretasi tradisi sebagai 

sumber kekuatan. 

B. Implikasi Teoretis 

Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang menggabungkan 

analisis identitas kolektif, agensi perempuan, dan ruang kultural dalam 
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memahami posisi perempuan dalam komunitas pesantren. Temuan tentang 

ibuisme sebagai strategi kultural menunjukkan bahwa bentuk-bentuk 

kuasa perempuan tidak selalu harus ditandai dengan resistensi terbuka, 

melainkan dapat diwujudkan melalui negosiasi dan manuver simbolik di 

dalam struktur sosial yang ada. Hal ini menantang narasi feminisme arus 

utama yang kerap memusatkan perhatian pada oposisi langsung terhadap 

patriarki, sekaligus memperkaya diskursus tentang politik keseharian dan 

kuasa yang terfragmentasi. 

Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran 

komunitas dalam proses pemberdayaan perempuan di ranah keagamaan. 

Dengan menyoroti bagaimana komunitas JP3M membangun modal sosial 

dan simbolik perempuan pesantren, studi ini menegaskan bahwa 

pemberdayaan bukan hanya soal akses sumber daya, tetapi juga soal 

penguatan identitas kolektif dan legitimasi otoritas dalam konteks kultural 

dan keagamaan yang spesifik. 

C. Implikasi Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi para 

pengelola pesantren, organisasi perempuan, dan pembuat kebijakan dalam 

merancang program pemberdayaan yang memperhatikan konstruksi 

identitas dan konteks budaya pesantren. Misalnya, pendekatan 

pemberdayaan perempuan pesantren yang menghargai dan menguatkan 

peran domestik serta keibuan sebagai modal sosial dapat lebih diterima 

dan efektif dibandingkan dengan model pemberdayaan yang bersifat 

konfrontatif. 

Selanjutnya, penguatan jaringan komunitas seperti JP3M dapat 

difasilitasi dengan dukungan akses teknologi digital yang semakin krusial, 

apalagi di masa pascapandemi yang menuntut transformasi digital dalam 
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aktivitas keagamaan dan sosial. Pemanfaatan media baru sebagai sarana 

dakwah dan komunikasi internal harus terus dikembangkan agar 

perempuan pesantren dapat memperluas jangkauan pengaruh dan 

penguatan kapasitas mereka. 

Terakhir, pemahaman tentang ibuisme sebagai strategi kultural harus 

diintegrasikan dalam pelatihan kepemimpinan perempuan pesantren agar 

mereka mampu memaksimalkan posisi sosial dan simbolik mereka secara 

produktif dan transformatif. Perempuan pesantren tidak hanya mampu 

mempertahankan peran tradisionalnya, tetapi juga menjadi agen perubahan 

sosial yang berkelanjutan dalam komunitas keagamaan dan masyarakat 

luas. 

D. Saran dan Rekomendasi 

Disertasi ini hanya terfokus pada gerakan perempuan pesantren yang ada 

pada organisasi JP3M. Bagaimanapun juga, kehidupan perempuan 

pesantren tentu tidak dapat sepenuhnya diwakili secara total dalam 

gerakan ini. Keragaman yang muncul dalam setiap tipologi pesantren tentu 

juga akan melahirkan keragaman sistem kepemimpinan, termasuk di 

dalamnya hubungan antara kiai dan nyai. 

Penelitian ini juga berupaya menghadirkan kacamata baru dalam 

melihat citra perempuan pesantren. Dalam ungkapan lain, ketimbang 

hanya meneropong perempuan pesantren dalam perspektif gender yang an 

sich dengan dunia mereka, penting kiranya melibatkan pandangan mereka 

dalam menggambarkan kedudukan mereka di pesantren. Dalam ungkapan 

Mahmood, agensi perempuan tidak harus selamanya dipahami sebagai 

penentangan terhadap norma-norma yang ada. Pelestarian terhadap norma 

juga dapat dipandang sebagai bagian dari agensi perempuan.  
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Penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas memang 

penting untuk memahami peran perempuan dalam lembaga pendidikan 

Islam, baik di pesantren, madrasah, maupun lembaga lainnya. Mengingat 

perkembangan saat ini, perbedaan antara pesantren dan madrasah 

tampaknya tidak begitu mendesak, karena kedua jenis lembaga pendidikan 

Islam tersebut menunjukkan adanya pencampuran karakteristik dan fungsi. 

Lebih lanjut dalam bukunya Women, Leadership and Mosques 

Hilary Kalmbach menyarankan pendekatan tripartit untuk menganalisis 

bagaimana perempuan muncul sebagai pemimpin Islam, yang mencakup 

faktor agensi perempuan, undangan laki-laki dan peran negara. Berlandas 

pada hal tersebut perlu kiranya penelitian lanjutan yang melibatkan tiga 

aspek tersebut dalam melihat nyai sebagai perempuan penting dalam dunia 

pesantren. 
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